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MOTTO

“Berant ladup tak takut mat,
Takutmat rmean hidup.
Takut hadup mat saga”
(K.H Ahmad Sahal)

“Hidup sckali hiduplah vang berarti™
(K. H. Imam Zarkasyi)

“Kebijakan pembangunan ckonomi sebenarmya memiliki banyak pilihan paham
pembangunan ckonomi yang. tentu saja. bisa disesuaikan dengan konteks
perkembangan ckonomi dan terlebih lagi eksistensi rezim penguasa
scbhagal pembuat kebijakan pembangunan ckonomi”™
(Martin A, Stamifand)

“Data are obviously in the field. and there can be tound the very geunine data”™
(Alvin N. Muhammad)

“Bencana itu exist. Terjadinya bencana sangat bergantung
dart cara kita menata ruang sekitar”
{(Alvin N Muhammad)
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ADSTRACT

For the fate few vears: most Indonesian regions sustain various disasters. The
Huh requent disasters oceurred. 1t appears. make indonesta become the onlyv nation

close to vartous dhisasters, Al these result in serious threat tor the people.

Lhe dommant problem appears. Jater, is that the disaster 1s noticeably caused
by the out or order matural ecosystem as a result of the tgnorance ot space lavout.
Otften. overlappinge and  misunderstanding happen in the use of certain space.
Theretore, 1t s not surprising. 1t a disaster oceurs, the taken decision or policy 1s
considered 1 hurry and not solvable.

The study of “The analysis of space Tayvout policy of disaster area in Panti.
Jember. 1 relation to the concept of ready for disaster space layout™ is intended to
settle the mentioned problem above. Further. this study anms at (a) analyzing the
space layout of disaster area in Panti. Jember. (b) describing experts’s views in
relation to the space layout policy toward disaster area. and (¢) analvzing the concept
ot ready tor disaster space layout according to the experts.

This study apphies hbrary  rescarch including field survey  through
questionnaires and interviews to the competent informant (key person). The survev is
conducted in Panti disaster arca located in Jember and focuses on 4 (tour) villages
which sustain the bigeest impact ot the disaster. They are Kemiri. Suct. Panti. and
Glagahwero. Through AHP, the Analytical Hierarchy Process, this study emplovs 12
expert respondents to support discussing the primary problem idcally.

Generally. the results of this study can be concluded that environment. which
is regarded as the most significant aspect. becomes the victim of the impact of
disaster arca space layout of Pantt. Jember. Among the four levels ot AHP, level |
shows priority scale respectively obtained environment aspect measured (0.38). social
aspect (0.29). cconomic aspect (0.20). and infrastructure aspect (0.14). Level 2. of
cach aspect. shows four categories of difterent dominant impact: ecosystem balance,
people’s way of thinking, income, and DAS. arcas of river tlow.

Furthermore. the results of level 1 and 2 above drive level 3 to give new and
better alternative policies toward disaster arca space lavout of Pant. Jember. At the
last level the concept of ready tor disaster space layout 1s considered vital to be
applicd I terms of participatory planning model locus.

Key Words: Policy of Disaster Space Lavout, Desceriptive Analysis, Analvtical
Hierarchy Process (AHP), Concept of Ready for Disaster Space
Liavout.
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ABSTRAKSI

Beberapa tahun belakangan hampir di scluruh wilavah Indonesia tertimpa
beracam beneena, Tniensitus bencana yang denukian unggt sceakun menpadikan
Indonesia sebuear satu-satunyva bangsa vang ditakdirkan berdampingan dengan segala
macam bencana marabahava, Semua ita menjadi ancaman tersendir bagt warga.

Persoalan donmuman vang muncul kemudian, beragam bencana tervata dipicu
oleh Kerusakan ckosistem alam scbagar akibat pengabaian tata ruang wilayah.
Sermngkait terjadi tumpang undih dan salabh kaprah dalam pemantaatan ruang.
Sehimggea tuk aval ketika terjadi bencana kebijakan vang ada seringkalt gagap bencana
dan bukan tanggap bencana.

Penclitian dengan Judul “Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana
Kecamatan Pantt Kabupaten Jember Kattannya dengan Konsep Tata Ruang Tanggap
Bencana ™, int mencoba mengetengahkan hal tersebut di atas sebagal ujung tombak
permasalahan. Sclanjutnya. penelitian ini bertujuan (a) menganalisi tata ruang
kawasan  bencana Kecamatan Panti Kabupaten  Jember., (b)) mendeskripsikan
pandangean expert terkait kebijakan tata ruang kawasan bencana, dan (¢) menganalisa
konsep tata ruang tanggap bencana menurut pandangan expert.

Pendekatan  kajian i dilakukan melalui metode  studi literatur - yang
berhubungan serta survey  lapangan baik melalui kuesioner maupun wawancara
kepada nara sumber vang kompeten rkev persony. Survey dilaksanakan di kawasan
bencana Kecamatan Panti dengan fokus empat desa yang paling besar terkena
dampak bencana. Kemir, Suet, Panti. dan Glagahwero. Melalul metode Analitik
Hirarkt Proses (AHP). penelitian int menempatkan 12 responden ahli (expert choise)
untuk membantu mengurai pokok permasalahan secara ideal

Secara umum hasil dari penelitian int dapat disimpulkan bahwa lingkungan
menjadi aspek vang paling signifikan mencrima dampak kebijakan tata ruang
kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dari 4 level dalam studi AHP.
level 1 menunjukkan skala prioritas secara berurutan diperoleh aspek lingkungan
dengan bobot nilai (0.38), berikut aspck sosial (0.29), aspek ckonomi (0.20), dan
aspek intrastroktur (0.14). Adapun kriteria level 2 dart masing-masing  aspek
memperhhatkan 4 kriteria dampak vang dominan. vaitu Keseimbangan ckosistem.
pola pikir masvarakat. pendapatan masvarakat. dan dacrah aliran sungai (DAS).

Sclanjutnya, dan hasit level 1 dan level 2 di atas mendorong level 3 untuk
memberikan alternant perfunya kebijakan baru yang lebih baik dalam tata ruang
kawasan bencana Kecamatan Pantic Pada level akhir tawaran konsep tata ruang
tanggap beneana mentadi penting untuk diterapkan dengan lokus model perencanan
partisipatit (partisiparory planning).

Kata Kunci @ Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana, Analisis Deskriptif,
Analitk Hirarki Proses (AHP), Konsep Tata Ruang Tanggap

Bencana,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KNATA PENGANTAR

Pupe svokor Kehadirat Allah SWTL atas Iimpahan rahmat dan karuma-Nya
sehimeon Analisis Kebyakan tata reang hanvasan benecana Kecamatan Panti Kabupaten
Jemiboer Kantannyva dengan Konsep tata ruang tanggap bencana mi dapat selesar pada
waktunyie Salawat dan salam juga senantiasa tereurahkan kepada Muhammad SAW.

Penubisan i bertuypuan untuk mengetabur kondisi dan dampak  cksisting
kebijakan  perubahan tata ruang kawasan bencana Panti. Dimana  selanjutnva,
dirumuskan konsep tata ruang tanggap bencana. Tulisan ini juga dimaksudkan
scbagal Karva ilnuah, sknpsi. yang memjadi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu. Sclamn sebagat “sumbangan” kajian keilmuan di bidang ckonomi
tata ruang dan ckonomi regional.

Dalam  penvusunan karva  ilmish ini. diakui masih terdapat  beberapa
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BABI
PENDAHULUAN

LU Latar Belakane Masalah

Bencana alam sebagal peristtwa bk vang disebabkan oleh alam owtnral
disasiery dun atau olch undakan-undakan manusia onan made disaster) merupakan
ancaman bagr manusia. Menurut para ahh kebumian. bencana alam pada dasarnya
merupakan fenomena alam biasa vang secara periodik akan muncul di satu wilavah
dengan besaran vanyg bervariasi. Oleh karenanva. keberadaan bencana selalu ada
fexist) dimana saja dan kapan saja, dan pasti menimbulkan kerugian material dan
imatertal bagr kehidupan masyarakat (Kodoatic & Sjaricf. 2006:2).

Intensitas bencana di Indonesia dengan beragam tipenva darni tahun ke tahun
menunjukkan tren vang terus meningkat. Dari data Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) tahun 2006.
discbutkan scjak tahun 1961 hingga awal tahun 2006 tercatat sekitar 1143 bencana
terjadi di Indonesia. Beneana vang terjadi meliputi. bencana pencemaran lingkungan.
kebakaran, kontlik sosial, epidemi. kegagalan teknologi, kabut asap/kebakaran hutan,
letusan gunung api. tsunami. gempa bumi. angin topan. tanah longsor, dan banjir.
(dalam Kodoatie & Sjariet. 2006:11)

Bencana dirasakan terus mengguvur negara kepulauwan terbesar di dunia vang
terletuk di wilayah 4 lempeng tektonik. Bencana alam vang menimpa negeri ini
ternyata tdak berhenti dan tidak dicukupkan dengan data Bakornas di atas. Pada
penghujung tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, wilayah Acch ditimpa bencana
Gempa bumi dan Tsunami. Belum hilang luka yang ditinggalkan gempa bumi dan
tsunami di Acch. beberapa bulan berikutnva, gempa terjadi di Nias. Awal Tahun 2006
falu. kembalr terjads bencana banjir bandang dan tanah longsor di Jember. Jawa
Timur. Sclanjumyva ditkun bencana serupa di dacrah Bohorok. Pacet. Banjameuara.
Stnjat. dan beberapa kKabupaten di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Sclatan (Ritonga.

2000).
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Vo seenena dr ats dapat diaatekan Indonesias mempunyian potensi
et s Besar Selam potenst sumber deva alam vang Tuar bigsa, Schingea tidak
berlebthan bila dikatakan bangsa Indenesia adalah satu-satunva bangsa vang
ditakdirkan berdampmaan dengan scgala macam beneana marabahava (Kompas |
Januar 20030 Schingeas perlu penyusunan dan pengelolaan bencana sebagar bentuk
penceaahan (preventt). pengurangan (nitigasty maupun rehabilitast dan rekonstruksi
(Setvawan. ¢t al. 2006).

Walaupun setiap bencana mempunyal karakteristik yang berbeda-beda namun
pada hakckamya memiliki pola pengelolaan secara substansi yang hampir sama,
Secara konsep manajemen bencana dapat dibuat siklus pengelolaan bencana vang
terpadu. Siklus i dibagi dalam lima tahap meliputic jauh sebelum bencana, pra-
bencana. saat menjelang bencana. saat bencana. dan pasca bencana (Kodoatie &
Sjarict. 20006:137).

Hal terpenting dalam mclakukan pengelotaan bencana dan pembangunan
adalah penataan model tata ruang yang baik (Banjarmasin Pos, 2004). Kemunculan
berbagai bencana tervata dipicu oleh kerusakan ekosistem alam sebagai akibat
pengabaian tata ruang (Kompas. 2007). Krisis atau buruknva tata ruang int vang
kemudian menjadi kunci utama pengelolaan bencana.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab yang
besar dalam usaha penanggulangan bencana. Khususnva daerah vang memiliki
wilayah rawan bencana. tindakan  tanggap darurat bencana, rehabilitasi  dan
rekonstruksi. menjadi hal vang harus mendapat prioritas. Langkah utama yang meski
ditakukan pemerintah dacrah adalah membuat peta pemetaan daerah rawan bencana
maupun pemctaan tingkat resiko bencana (Sunarto & Rahavu., 2000). Selanjutnyva
yang juga tdak kalah penting adalah pertunva revitalisasi Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR) dacrah setempat (Warta Kebijakan, 2002),

Revitahsar RUTR vang dimaksudkan adalah pembuatan model penataan
ruang wilavah taneeap bencana. Tentunya didasarkan pada dava dukung lingkungan

batk dart kondisi zeogratis. geologis, dan tuktor pendukung lainnya. Schingea arah
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i e oo cecraphan tidak hanva schagar media penceeahan penduduk dar
aeaman dbencae etupt quga wetap mengeptimalkan kegratan orientast: ckonomi
penduduk Tokal riitonea, 2006).

Nabunaten JTember merupakan salah satu kabupaten di bagian timur Pufaw
Jawa vang mennhibe tnekat kerawanan bencana vang unegi. Awal tahun 2006 {alu, 2
Janwan 20000 cempat Kecamatan di kabupaten Jember vaitu, kecamutan  Panti.
Tanggeul, Arjasas dan Rambipujt ditimpa bencana alam banjir bandang dan tanah
lonesor. Kecamatan Panti vang terletak di fereng sebelah selatan Gunung Argopuro
i merupakan kecamatan vang paling parah. Memang wilayah in termasuk arcal
yang tergolong lembah curam. lebar dan dalam (lembah baranco) dan mcrupakan
dacrah Konsentrast aliran sungat utama (www.lapanrs.com). Schingga potensi dan
tingkat kerawanan bencana cukup besar.

Scjak Januart 2000 proses pengelolaan bencana Panti telah  dilakukan.
Berbagai tahapan pengelolaan bencana, sampai dengan rekonstrukst wilayah bencana
sudah difakukan. Namun dari peninjauan dan pengamatan awal peneliti tersimpulkan
adanya beberapa keganjilan di lapangan. Keganjilan terlthat dari penataan ruang
wilayah vang diterapkan  pascabencana, beberapa area rclokasi  permukiman
penduduk relatit dekat dengan kawasan bencana dan beberapa dacrah aliran sungat
{DAS) masth belum tertata.

Melihat realita Tapangan sebagaimana di atas dan pertimbangan latar belakang
bencana durt segr teort, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Sclanjutnva,
studi ini bertujuan melakukan evaluasi kebijakan perubahan tata ruang kawasan
bencana  Panti Kecamatan  Panti kabupaten Jember  kaitannva  dengan model
percncaniaan tata ruang tanggap bencana.

Sceara lebih detail penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau
menggambarkan  scecara jelas mengenai permasalahan implementasi kebijakan
Khususnya menoecnar tata ruang kawasan vang mempunyai dwitunest yakni ckosistem
dan ckonomi. vang berada di kawasan rawan beneana. Sebagai bahan kajian. dipilih

secara - Khusus pendekatan pengelolaan ruang  publik,  khususnya mengena
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poiectot st riee e wilinah dataran uner dan orendah sekaligus yvang secara
Kepetulun suga merepakan Rawasan perkebunan dan finierfand  kota Jember.
Kawasan dr Kecanan Pant merupakan kateeort di mana di satu sist merupakan
Kawuasan penvanvea ckosistem sckalivus menjadi kawasan ckonomi. dimana

berdusarkan penvaluman empins merupakan kawasan rawan bencana.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uratan dalam latar belakang masalah di atas, maka sccara ringkas
masalah dalam penchitian i1 dapat dirumuskan scbagar bertkut:
I. bagaimana analisis deskriptit tata ruang wilayah kecamatan Panti kabupaten
Jember pascabencana Pant1?
2. baguimana pandangan eapert terkait kebryakan tata ruang wilayah kecamatan
Panti Kabupaten Jember pascabencana Panti ditinjau dari aspek Lingkungan

Sostat. Ekonomi. dan infrastruktur?

5

3. bagaimana konsep tata ruang wilayah tanggap bencana dalam persepsi expert?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdusarkan uraian di atas. maka tujuan dari penelitian ini adalah scbagai
berikut:
. menganalisis konsep tata ruang wilayah kecamatan Panti Kabupaten Jember pasca

beneana Panti;

2. mendeskripstkan pandangan  expert terkait kebijakan  tata ruang  witavah
kecumatan Panu Kabupaten Jember pasca bencana Panti ditinjau dari aspek
Ekonomi. Sosial Infrastruktur, dan Linekungan:

3. mengunalisis Konsep tata ruang wilavah tangeap beneana dalam persepsi experr.

Dimana dart ketiga tujuan di atas. diharapkan dapat diidentitikasi model
perencanaan tata ruang wilavah vang tangeap bencana dalam konteks witavah

Kecamatan Pantt Kabupaten Jember Jawa Timur sebhagai daerah rawan bencana.
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serchin pencittan i selesan dilakukan, diharapkan akan memberikan mantaat
cherbacs b s diantaranyva adalah:

antek hepentrean pustaka, diharapkan dan hasil penclitian ini dapat memberikan
sumbanean terhadap . pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnva di bidang
pengenhangan ckonomi Kewtlavahan:

para pembuat kebyjakan perencanaan pembangunan daerah pada pemerintahan
dacrah Jember. Setiduknya schagai tambahan evaluasi. khususnva  evaluasi
tentang kebijakan tata ruang di kecamatan Panti pasca bencana vang telah
diterapkan dan informasi akan pentingnya tata ruang tanggap bencana di daerah
rawan bencana:

bagl masyvarakat luas. khususnya masyarakat akademik, semoga hasit penclitian

1 dapat dijadikan referensi pada penclitian vang relevan.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teort Kebijakan Publik

Schelum kita memperdalamy dan dalam rangka mempermudah pencertian
kebijakan pubbi. terlebih dahulu perlu diperjelas arti dari beberapa konsep vang
melingkupmya, vakni konsep “kehijakan™, konsep Tpublik”. konsep “kebijakan
publik™. dun konsep “tmplementast kebijakan publik™
2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan scelama imi telah digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang
sangat beragam. Lasswell dan Kaplan (dalam [slamy, 2000:13) mendetinisikan
kebijakan scbagai. "a projected program of goals, values., and practicies”. yang
diartikan schagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prakick-
praktek vang terarah. Definist kebijakan lainnya dikemukakan oleh Heinz Eulau dan
Kenneth Prewitt (dalam Jones, 1996:47). Kebijakan adalah “keputusan tetap™ vang
dicirikan olch konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mercka
yang membuat dan dart mereka yang mematuht keputusan tersebut.

Dart dua pendapat di atas secara gans besar dapat ditarik pemahaman awal
bahwa pengertian dart kebijakan adalah keputusan yang dilaksanakan oleh pembuat
dan  pelaksana kebyakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu
menurut Jones (1996:23) istilah kebijakun (policy rerm) digunakan dalam praktek
schari-hart, namun untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.,
Itilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan-tujuan (goals). program, keputusan-

Keputusun (Gocisions), standar. proposal. dan grand desien.
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Lean db atas terlibat bahwa kata “kebrjakan™ sulit untuk diber
makna s Nanun demihans Kebijakan dapat dibedakan dencan keputusan,
Beberapa pomsbedasn keduanva antara lain:

a kebpjukan memibiki ruang hingkupnyva vang Iebih fuas dibandingkan dengan
Keputusian, Kebijakan terdin atas serangkatan keputusan vang saling terkait guna
menzatast masaizh tertentus

b, sctiap Kebijukan mungkin dibuat berdasarkan langkah-langkah vang panjang dan
rumit. Keputusan dipilih dart berbagai alteratit vang ada:

¢. keputusan dibuat oleh decision maker(s) yang dapat berupa sckelompok orang
ataupun suatu organisasi.

Dalam bahasa vang sederhana pada hakikatnva studi tentane kebijakan
mencakup pertanyaan-pertanyaan sebhagai berikut: apa fwhar). mengapa owviy). kapan
(when), dimana (wherey. oleh dan untuk siapa fwvho atau for whom), scrta bagaimana
(row) Studi tentang kebtjakan biasanya mencakup penclusuran terhadap interaksi
vang berlangsung antar individu. kelompok. dan organisasi dalam  pembuatan
keputusan.

2.1.2  Konsep Publik

Kata publik banyak digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan
kepentingan bersama. sepertit: zonning area untuk kawasan hutan mangrove, public
transporiation, public facilities, public toiler, dll. Istilah publik timbul karcna adanva
kevakinan buhwa ada wilayah yang memerlukan campur tangan dan pengaturan dart
pemerintah,

Istilah “"publik™ menjadi lawan dari istilah “privat”™. Namun, batasan antara
wilavah publik dan wilayah privat solit untuk didefinisikan secara jelas. Hubungan
antara keduanyva pun cukup kompleks dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke
waktu, Dahulu tasilitas publik sepertic sckolah. rumah sakit, dan fasilitas umum
(fasum) idenck dan sclalu disediakan olch pemerintah. Akan tetapi berbeda dengan

dewasa ini. hampir dart pelayanan seperti diatas. tasilitas publik. justru discdiakan

olch swusia,
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P dhenemn misalnvas mencoba membedakan antara scehtor publik dan

sehtor privaet descany menvanalisis “naiire of goods and serviees T Samuclson (1994
42y menvartisan e coods adalah barang dan jasa vang mempunvai sitat jointness
{dihonsunisy secara bersama-sama oleh banvak orangy dan non-cacludable (vang
tudak membanar subit witak dicegah agar tidak tkut menikmatinya). Contohy public
coody adalah pertabanan rdetense) dan peraturan perundangan (leeal order) vang
tidak dapat disediakan melalut mekanisme pasar. Public goods brasanva diproduksi
olch negara dan dibiavar melalui pajak karena hubungan antara vang membavar dan
yang mentkmati barang dan jasa tersebut sulit dibedakan secara jelas.

Sementara itu, private goods adalah barang dan jasa vang mempunvai sifat
rivalry (dikonsumsi sendiri-sendiri. dan kalau sudah digunakan bagian tersebut tidak
dapat lagi digunakan olch pihak lain) dan excludable (hanya orang tertentu yang
dapat menikmatinya). Disamping itu, ada pula tool goods dan common-pool coods.
Folf goods mempunyal sifat jointess namun excludable. seperti kawasan Pantai
Ancol; jalan tol, TV kabel, dsb. Common-pool goods mempunyai sifat #ivalry namun
non excludable, sepertt kawasan hutan mangrove. kawasan tangkapan ikan: dan
kawasan pangkalan perahu. Pemanfaatan kedua jenis barang dan jasa ini biasanya
Juga perlu diatur oleh pemerintah,

Disamping penyediaan public goods. pemerintah juga melakukan intervens
dalam produksi merit goods. vaitu barang jasa vang nilainya meclebihi biaya untuk
memproduksmya. seperti: pengelolaan kawasan pantai. reboisasi hutan mangrove:
pelavanan keschatan dan pendidikan vang berkontribusi terhadap  peningkatan
produktivitas sumberdava alam. SDM dan ckonomi.

2. 1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik public policies) menurut Dunn (2000:100)
merupakan scrangkarm pilihan vang kurang lebih saling berhubungan (termasuk
Keputusan-Reputusan untuk ndak bertindak) vang dibuat oleh badan atau pejabat

pemermtih. Secara singkat. pendapat senada muncal dart Thomas Ro Dyve vang
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mencori o wchnskan publik o sehagie apapun vang dipikdh diputuskan olch
pomerintalymencena mengeriakan atau tidak mengerjakan (mendramkany sesuatu,

Nehiahan pubhk dapat diartikan schagat keputusan dan undakan vang
drambil dalum rancha mewujudkan tujuan tertentu atau dalam rangka merespon
sesuatu keadaan tertentu, Menurut Dye (1978300 kebijakan publik adatah pilihan dan
andakan vang dilekukan pemermtah dalam kurun waktu tertentu dalam kaitannva
dengan subjek tertentu atau sebagai respon terhadap keadaan tertentu,

Demikian dapat dirangkum. bahwa kebyjakan publik merupakan serangkaian
pilihan yang saling berhubungan vang dipilih oleh pemerintah. ditormulasikan untuk
dilaksanakan  dalam  rangka memecahkan  masalah  publik.  Implikasi  atas
“diluksanakan” atau Ttdak dilaksanakan™ oleh pemerintah. pengaruhnva sama besar.
Detinisi-definisi yang ada, mungkin memuaskan untuk menjelaskan satu aspek. akan
tetapi besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek vang lain. Oleh karena itu.
proposisi yang menyatakan bahwa Kebnakan publik merupakan kebijakan vang
dikembangkan olch lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah
harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknva agar kita bisa membedakan kebijakan
publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan vang
dikeluarkan oleh pihak swasta.

Oleh karcnanya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan vang
ditetapkan dan dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah yang mempunyai tujuan
tertentu demi kepentingan masyarakat.  Selanjutnya  Islamy  (2000:20)
mengetengahkan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik. yaitu:

(1) bahwa kebijakan pubbk itu dalam operasionalnya berbentuk penctapan
tundakan-tindakan pemernntah:
(2} bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapt dilaksanakan

dalim bentuk vang nvata:

—
ad
—

buhwa Kebijakan publiks baik untuk mcelakukan ataupun tidak metakukan

sesudtu mempunyar dan dilandast maksud dan tujuan tertentu: dan
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Ch bk chish pubtthoste harus senantasa ditupukan bagt Kepentingan scluruh

angaol iasyarakat.,

Sitat-sttat kebhgakan publik sebagan arah tindakan. dapat dipahami secara lebih
baik apabila Konsep i diriner menjadi beberapa kategort antara lain: tuntutan
kebjakan (policy demands). keputusan kebijukan (policy decisions). pernvataan
kebtjukan (policy staremenis). produk kebijukan  (policy owpues). dan dampak
kebijakan (policy ourcomes).

Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan yang dibuat
baik oleh para aktor swasta maupun aktor pemerintah. ditujukan untuk para pejabat
pemerintah dalam sebuah sistem politik. Mereka didesak untuk mengambil tindakan
atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu yang dihadapi.
Biasanya. diajukan oleh bebagai kelompok dalam masvarakat dan mungkin berkisar
antara desakan sccara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampat usulan
agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Keputusan kebijakan (policy decisions) didetinisikan scbagai keputusan vang
dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi
kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah menctapkan
undang-undang.  memberikan  perintah  eksckutif  atau  pernyataan  resmi.
mengumumkan peraturan-peraturan administratit atau membuat interpretasi yuridis
terhadap undang-undang.

Pemvataan  kebijakan (policy statements) adalah pemvataan resmi atau
artikulast Kebijakan publik vang menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah dan apa
vang akan dilakukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Hasth kebijakan policy owpursy. cenderung merujuk pada manifestasi nvata
dan kebyjakan publik. atau hal-hal vang dilukukan menurut keputusan  atau
permyataan hebijakan, Hasil kebijakan dapat diungkapkan pula oleh suatu pemerintah.
yang keberadaannva perlu dinvatakan olch pemerintah untuk melakukan sesuatu.
Penyelidikan  mengenat hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan.  bahwa

kebijakan dalani Kemvataannya, berbeda dengan apa vang tersirat dalam pernvataan
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Koo sronena cemikan. dupat dibedakan antara dampak Kenijakan denean hastl
Rebuiun i

Hasth Kebuakan (policy owrpury 1ebih berpijak pada manifestast nyvata
kebakan pubhik. sedangkan dampak kebijakan (po/icy outcomesy lebih merujuk pada
akibat-akibat atas Kebijukan vang dibasilkan bagi masyarakat. batk vang donginkan
atau tidak dungimkan vang berasal dan tindakan tdak adanva tindakan pemerintah.
2.14  Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek vang akan
dibahas dalam penelitian ini. dikarenakan implementasi merupakan aspek vang
penting dart kescluruhan proses Kebijakan. Dunn (2000:132) mengemukakan bahwa
implementast kebijaksanaan sesunggeuhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke datam prosedur-prosedur rutin
lewat saluran birokrasi. melainkan Iebih dari itu. ia menyangkut kontlik. keputusan
dan stapa vang memperoleh apa dart suatu kebijakan.

Implementast merupakan salah satu bagian dart tahap-tahap pembuatan
kebijakan. secara kescluruhan tahapan tersebut berupa: penyusunan agenda. formulasi
kebijakan. adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn.
2000:24). Dart kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang
peran yang sangat penting.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses
melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui
satu atau scrangkaian program  atau provek dengan implikasi pengaturan  dan
pengalokastan resowrees tertentu serta konsekuenst pengaruh atau dampak yang
ditmbulkannya. Dan dapat distmpulkan bahwa implementast kebijakan adalah suatu
proscs melaksanakan atau mencrapkan kebijakan melalui serangkaian  tindakan
operasional untuk menghasilkan owcome vang dimginkan.

215 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan
Melabhirkan sebuah kebiakan bukan suatu hal vang mudah  ditakukan.

Lahirnyu kebjukan sangat dipengaruhi olch taktor tingkat, luas cakupan, dan sasaran.
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i tatan o aerientast pun, persadlan vang sama terjadi. bahkan menpads lebih
runi faer Rarena dadan melaksanakan satu kebijakan selalu terkae dengan kelompok
sasaran dan brrokrat itu sendirt. idak saja dalam proses implementasic dalam realitas
ditemukan juea walaupun kebyakan dengan tyjuan vang jelas telah dikeluarkan tetapt
mengalami hambuatan dalam amplementasi (udak atau belum dapat
diimplementasikany karena dihadapkan dengan berbagar kesulitan atau hambatan.

Lebih lanjut. terdapat 5 aspek vang menentukan tingkat implementabilitas
kebyakan publik. vaitu:

a. sitat kepentingan vang dipengaruhi

Dalam proses implementast satu kebijakan publik scringkali menimbutkan
konilik dart kelompok sasaran atau masvarakat. artinya terbuka peluang munculnva
kelompok tertentu yang diuntungkan (guinery. sedangkan diprthak lain implementast
kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser).

Dampak lanjutan vang muncul kemudian adalah berasal dart orang-orang
yang merasa dirugikan. Upava untuk menghalang-halangi. tindakan complain. bahkan
benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya. semakin besar konflik kepentingan vang
terjadi dalam implementasi kebijakan publik. maka semakin sulit pula proses
implementasi nantinya, demikian sebaliknya.

b. kejelasan manfaat

Menjadi keharusan scbuah pemerintahan untuk menvelesaikan persoalan-
persoalun vang muncul dalam masyarakat. Meski tidak bisa dikatakan seluruh
persoalan dapat disclesaikan, Keterbatasan dint pemerintah sendiri tersebut vang
kemudian  ditutupr dengan pemberdayakan masvarakat atau melalui 1.SM dan
organisasi lamnya untuk menyelesatkan persoalan yang muncul dalam masvarakat.
Hal penting vang harus dipahami adalah upava pemerintah dalam menvelesaikan
persoalan harusluh dimaknai sebagai usaba penciptaan mantaat untuk masvarakat
batk sceara fanusuing maupun tduk Tangsune.

Jika dilthar Jdurd aspek bermantaat atou udak, maka semakin bermantaat

moplementast kebijukan publik. dengan sendirinya dalam proses  implementasi
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nantioy s chan dcinh mudahs dalame artan untak wakm vang tidak beeitu lama
mplemeniaest hennakan dilaksanakan sorta mudah dalame proses implementas,
sebabtknyva ila tidak bermantaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih
lanjut.
¢ purubuian ponlaku vang dibutuhkan

Aspek o ovang harus diperhatikan dalam implementast kebrjakan publik
adaluh perubihan perilaku kelompoek sasaran atau masvarakat. Maksudnva, schelum
mplementast kebijakan kelompok  sasaran atau masyarakat melakukan  sesuatu
dengan  pola 1mmplementasi  kebijakan  terdahulu, Ketika  satu kebijakan  baru
dumplementasikan, terjadi perubahan batk dalam finansial. cara atau tempat dan
scbagainya. Perubahan terscbut akan menimbuikan resistensi dan kelompok sasaran.

Masalahnya. febih banvak mmplementast kebijakan yang menuntut perubahan
penlaku. batk sedikit atau banvak, artinya pengambil kebijakan scharusnyva memilih
alternatit kebijakan vang paling kecil menmbulkan pengaruh pada  perubahan
perilaku ketompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal int pengambil kebijakan perlu
menghindari pengambilan kebijakan vang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh.
dan tentunva tidak bertentangan dengan agama. kevakinan. atau pola hidup
masyarakat vang sudah turun temurun.
d. aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain vang menentukan
apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak ditmplementasikan. Komitment untuk
berpenlaku sesuar tujuan kebijukan penting dimiliki olch aparat pelaksana. Dalam hal
ini diperfukan pengembangan aturan vang jelas dan sistem monitoring dan kontrol
yang cfektit dan transparan vang dapat mencegah kemungkinan terjadinva perilaku
aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu
diberdavakan agar Iebih kritis dalam mensikapt perilaku aparat vang menyimpang.
pilthan  proram  merupakan  upava mengimplementasikan kebtjakan  in-buils
mekamsme vang menjamin transparasi dan pengawasan, hal ini penting untuk

mengarabhan penexu aparat, Selam it kualitas aparat dalam melaksanakan proses
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Hpeticies pan nrenpadl kendala yang sering dnumpal. Terutama, menyangkut
mipicmentist aentakan vang membutuhkan Ketrampilan Khusus.

Dengan dennkian memberikan indikast bahwa aparat pelaksana kebijakan
menfadt salah sato aspek untuk mentkan subit ndaknva implementast kebijakan.
Komiuien. Kaaditas dun persepst yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses
implementast kebijekan dan sebabiknva.
¢. Dukungan sumber dava

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh
sumber dava yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana. peralatan teknologi.
dan sarana serta prasarana lainnva. Kesulitan untuk melaksanakan satu program
terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber dava vang ada
tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementast
program terschut akan menemui kesulitan.

Kehma faktor vang menentukan sulit atau tidaknva proses implementasi
kebijakan publik di atas oleh William Dunn vang dialih bahasakan olch Muhajir
Darwin (2000:112) nampaknya diuraikan secara umum, dalam pengertian tidak
dibedakan mana aspek organisasi serta mana fuktor lingkungan. Dikatakan bahwa
perbedaan antara studi implementasi dengan penclitian ilmiah biasa terletak di dalam
variabel penelittan (khususnya variabel independen). Dimana, penclitian ilmiah biasa
bebas menentukan variabel independen, artinya variabel yang secara teoritis penting,
dapat dijadikan variabel independen atau dependen sebagai obvek atau topik
penctitian. Sedangkan studi implementasi. ada keharusan dimana variabel penclitian
(independen)  adalah varabel  yang  comparable  (dapat  diimplementasikan).
dischabkan olch varabel-variabel independen tersebut digunakan untuk memperbaiki
implementast kebyakan, karenanya tidak semua variabel dapat dijadikan topik untuk

studi implementasi.
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Lebih farar Dunn menvatakan bahwa ada uga variabel independen (faktor
penvaruh vadi
a. vanabel Rebijokan

Yang cermastk vartahel kebnakan  adalah kejelasan tujuan kebijakan,
transmist (pensampaian kebijokan). tujuan yvang tudak jelas dan penvampaian
kebrjakan kepada mplementor menimbulkan perbedaan persepsi. Kondisi ini akan
menvulitkan dalam proses implementasi kebijakan nantinva.
b. Varnabel atau taktor organisasi

Satu kebijakan publik harus dilaksanakan melalut scbuah instrumen atau alat
serta wahana tertentu. singkatnva tidak ada kebijakan publik tanpa terkait dengan alat
tertentu.  Instrumen  untuk  melaksanakan  kebijjakan pubhik i dalam  konteks
administrasi negara dilasanakan melalur organisasi atau organisasi publik. Organisasi
yang dimaksudkan penulis bukanlah struktur organisasi tetapi lebih pada personil
(aparat pelaksana).
¢. Variabel atau taktor lingkungan implementasi

Suatu kebijakan vang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok
organisasi tidak terjadi pada ruang hampa. tetapi terjadi pada lingkungan impelemtasi
tertentu. Lingkungan implementast bisa berbentuk kondist pendidikan masvarakat.
kondisi sosial dimana kebijakan itu diimplementasikan serta kondisi politik.

Permyataan di atas mengasumsikan. jika satu kebijakan dilaksanakan dalam
dua lingkungan vang berbeda akan memberikan hasil vang berbeda pula. Artinya,
pencrapan kebijakan  harus  memperhatikan  lingkungan  kebijokan  dimana  dia
dumplementasikan. Ketiga variabel di atas. walaupun discbut sebhagai variabel vang
mempenearuhi keberhasilan atau untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan.
artinva untuk menvukur scjauh mana kebijakan vang telah  diimplementasikan
mencapai tujuan Kebijukan, Tetapt variabel tersebut dapat dimoditfikasi scbagai
faktor-tuktor vang menghambat implementasi kebijukan, dalam peneertian faktor-
faktor varg mempersulit schingga implementasi kebijakan tdak bisa atau belum

dapat dircalisasikan.
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222 Aanadinis inehijakan
Al Rebnakan merupakan proses menapta. mentlan, dan
mencomunrkusinan pengetehuan (vang refevan dengan kebrjakan) dalam satu atau

fetily tahap proses pembuatan kebyjakan (Anharudding 2007). Lebih jelas hal tersebut

bukunva 7ublic Poficy Analvsis: An Inroduction, melalui kutipan di bawah ini
(Dunn, 2000:23);

Clswat bentuk analisis vang menghasitkan dan menvajikan informasi
scdemikiun rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuai
kebijakan dalam membuat keputusan... Dalam andlisis kebijakan, kata analisis
digunakan dalaim pengertian vang paling umum, termasuk penggunaan intuisi,
ponguighapan pendapat, dan mencakup tidak hanva pengujiun kebijakan
dencan memilah-milahnva ke dalam  sejumlah  komponen.  tetapi  juea
perancangan dan sintesis alternatif baru. Kegiatan-kegiatan vang tercakup
dapat direnianghan mulali davi penclitian untk menjelaskan, atau (sekedar)
memberikan panduncan-pandanean terhadap isvu-isvu atau masalah-masalah
yang terantisipasi... sampal dengan mengevaluasi snatu program vang lengkap.
Beberapa analisis kebijakan bersitar informal, meliputi tidak lebih durt proses
berpikir vang keras dan cermar. sementara laimva memerlukan pencumpiidan
data vang ekstensif dan penghitungan vang teliti dengan menggunakan proses
matematis vang canggih.”

AL o Catanese & J. C. Syner memetakan analisis kebijakan dalam struktur

umum analisis kebijakan, meliputi (Catanese. 1988:06):

L. Penentuan masalah, kemungkinan dan pokok bahasan.

2. Penentuan berbagar Kriteria evaluasi.
3. Pencarian berbagat alternatif,

4. Pengevaluasian setiap alternatif.

'

Pemaparan dan pemitlihan berbagai alternatif.

6. Pemantauan dun pengevaluasian hasil.
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Gambar 2.1, Proses anabisis kebijakan dasar secara umum

2.3 Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan diartikan secara berbeda oleh para ekonom. Hampir
semua buku teks perencanaan mendefinisikan perencanaan secara berbeda. Lebih dari
itu para pakar ckonomi pun belum ada kescpakatan tentang pengertian istilah
perencanaan (Arsvad. 2005:19).

Menurut Tarigan (2005:3) perencanaan adatah mengetahui dan menganalisis
kondisi saat ini. meramalkan perkembangan berbagai taktor noncontrollable vang
relevan. memperkirakan faktor-faktor pembatas. menctapkan tujuan dan sasaran vang
diperkirakan depat dicapai. menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
tersebut. sertamenctapkun lokasi dari berbagai kegiatan vang akan dilaksanakan.

Comvers & Thls (dalam Arsvad, 2003:19) mengartikan perencanaan schagai
sumtu proses vang berkesinambungan vang mencakup keputusan-keputusan atau

priiben-piithon berbeem alternatit’ pengeunaan sumberdava untuk mencapai tejuan-

feaie
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LUpi o pest asa vang akan datang. Dan pengertian ime Moekijat (dalam

Tareeans Zoeisigy naeneriemabkaonya menjade empat elemen dasar perencanaan.

Vil

Fooperencanaan adalab hal memilih dan menchubungkan tukta-fakta serta hal
mombuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenar masa vang akan datang
dalam hal mengeambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan vang diusulkan,

vang dianggap perlu untuk mencapa hasil-hastl vang dunginkan.

2. perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinva
menentukan apa vang dilakukan. siapa yang melakukan, dan dimana hal itu
dilakukan.

3. perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapal suatu hasil

vang diinginkan.
4. perencanaaan  adalah  suatu penentuan scbelumnya  dari tujuan-tujuan vang
dinginkan dan bagaimana tujuan tersebut dicapan.

Pada hakcekatnya, perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi
ketidakseimbangan yang terjadi dan bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang
terjadi pada scbuah keseimbangan awal dapat menvebabkan perubahan pada sistem
sostal yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan puia
(Widodo. 2006:2). Dimana perubahan-perubahan vang mengarah pada disequilibrium

system akan dicedusir dan diselesatkan melalui perencanaan yang efektif dan efisien.

2.4 Unsur-Unsur Perencanaan
Ragam perenconaan tentu saja memiliki unsur-unsur penting di dalamnya.
Unsur-unsur ttulah vang sebenamya menjadi “jiwa™ dan perencanaan. Menurut
Tarican (2005:7). sebuah perencanaan sctidaknya memerlukan unsur scbagai berikut:
Lowambaran hondist saat i dan identitikast persoalan, baik jangka pendek.
meneneah dan panang. Untuk dapat menggambarkannva diperlukan kegiatan
penerpolan data terlebih dahulus bk data sekunder maupun data primer:

20 tetapkan visiomisi dan tujuan umum:
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Wentinkast pombatas dan Kendala vang sudah ada saat 1 maupun  yang

diperkirakan akan muncul pada masa vang akan datang:

4. proveksikan berbagal variabel vang terkait. batk vang bersitat dapat dikendalikan
rcontroflable) maupun bersitat di luar jangkauvan pengendalian pihak perencana
frnon-controllable):

5. tetapkan sasaran vang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu,
vaitu berupa tujuan yang dapat diukur;

6. mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut.
Dalam mencari alternatit perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor
produksi yang tersedia:

7. menctapkan lokasi dart berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;

8. menyusun kcbijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai
dengan yang dibharapkan.

2.5 Tipe-tipe Perencanaan

Di Indonesia dikenal tipe-tipe perencanaan sebagai berikut (Tarigan,

2005:14):

1. perencanaan fisik versus perencanaan ckonomi:

2. perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif;

3. perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal;

4. pcrencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten;

5. perencanaan indikatif versus perencanaan imperatit;

6. top dovwn versus bottom up planning;

7. vertical versus horizontal planning;

8. perencanaan yang melibatkan masyarakat sccara langsung versus vang tidak

melibatkan masyarakat secara langsung.
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2.6 Aspek Perencanaan
Senuah perencanuan harus mennliky daya dukung dart berbagar aspek. Oleh
Karenanya perhatian Khusus terhadap beberapa aspek penting menjadi penentu utama
kesuksesan perencanaan. Widodo (2006:24) mengemukakan aspek-aspek vang harus
menjadi perhatian dakam perencanaan, antara fam:
[, aspek Imekungan

Aspek hingkungan menjadi aspek pertama dan penting dalam perencanaan,
Hal it dikarenakan segala perencanaan. perencanaan pembangunan khususnva. vang
dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh kondist lingkungan. Dimana pada tahap
selanjutnya. perencanaan vang dilakukan saat it pun kemudian akan berpengaruh
terhadap kondist lingkungan di masa mendatang. Schingga perencanaan vang baik
harus mempcrhatikan aspek lingkungan yang berada pada wilayah perencanaan.
Dengan kata lain. perencanaan yang baik harus dapat memotret kondist lingkungan.
baik lingkungan alam atau pun hngkungan sosial masyarakat setempat.
2. aspek kekuatan dan hambatan

Menjadt keharusan dalam perencanaan untuk mengetahui informasi mengenat
segala sesuatu vang dapat mendukung dan segala sesuatu yang berpotensi
menghambat terselenggaranya sebuah perencanaan. Semisal fuktor bencana batk
alami ataupun non atami. yang dapat menghambat laju perencanaan. Oleh karenanya
daya dukung kekuatan dan hambatan harus menjadi variabel dalam penyusunan
perencanaan.
3. aspek sumber dava perencana

Sumber dava perencana. dalam hal int Badan Perencana Pembangunan baik
pusat atau dacrah, haruslah terdirt dart sumber dayva vang handal. Hal ini penting
karena tidak sedikit perencanaan yvang baik dan tepat. gagal di tangan perencana yang
kurang handal. Lebih Tanjut sebuah perencanaan harus disusun berdasar masukan
berbagar prhek vradcholdersy. Hal im diterjemahkan scbaga penvediaan ruang
publik hagl musyaraket umum untuk berpartisipasi, Schingea perencanaan vang

dibuat tepat bagl ducrah vang tepat pula.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1 . i PR
S RO TRTA RS BRI

Asper ruang dan waktu udaklah dimaksudkan sebagat pembatasan perencana
datam membuat perencanaan. Melamkan bertujuan untek mengarahkan perencana
dalam membuat rencana agar mencakup berbagan bidang lingkunan seperti sosial,
budava. ckonomi. Bahkan termasuk didalamnya harus mencakup bidang tisik seperti
tata letak ruang, tara guna lahan, kondist tanah hingga kualitas lingkungan udara dan

air.

2.7 Perencanaan Darurat

Kemginan dacrah atau bangsa untuk mencapal pembangunan dan tingkat
pertumbuhan  vang  tnggi sangat  bergantung  pada Konsep  perencanaannya.
Perencanaan dikatakan baik bilamana mencakup semua scktor dengan tingkat
kelavakan dalam  berbagal kondisi. Artinva perencanaan  tidak  hanva  bersifat
menciptakan hal baru (progress). namun juga harus bersifat antisipatif. scperti
munculnyva bencana vang wunpredicrable. Sehingga menjadi penting pertimbangan
darurat dalam perencanaan.

Menurut Radjiman (2007:3) perencanaan darurat (emergency planning) dalam
kontcks pembangunan dacrah didefinisikan sebagai aksi-aksi vang diambil daerah
untuk melindungi masyarakatnya dan asct-aset dacrah, dari ancaman vang tercipta
olch kemungkinan bencana alam (natural disaster) dan bencana buatan manusia (marn

made disaster),
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vt e siheiath model perencanaan darerat daiam Konteks perencunaan

pembancunan dacrah dapat dicambarkan dengan jelas. dalam Gambar 2.2,
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Gambar 2.2 Skema Perencanaan Darurat

2.8 Participatory Planning

Tuntutan perencanaan dewasa ini adalah adanva peran aktif para stakeholder
dalam penentuan kebijakan dan strategi. pembangunan. Dengan kata lain terjadi
pergeseran dart pola perencanaan yang  sentralistik  (fop-down) menuju  pola
perencanaan  vang  partisipatit  (hottom-up).  Abe (2001:114) mendetinisikan
perencanaan partisiputit (participatory planning) schagal perencanaan vang dalam
tujuannya melibatkan kepentingan rakyat baik  secara langsung maupun  tidak
langsung.

Abe (2002 melhat adanya dampak pesiaf dart perencanaan vang melibatkan

banvak kulunuun viite:
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Gambar 2.3 Alur mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam partisipatoy
planning

2.9 Sustainability Planning

Pearce dan Barbier (dalam Sugandhy. 2002). menycbutkan bahwa maksud
perencanaan - berkelunjutan adalah untuk memastikan bahwa  dengan upava
pembangunan. kescjahteraan  generasi mendatang paling tidak akan mempunvai
potensi dan peluang ckonomi dan stok kapital baik sumber daya alam. sumber dava
manust dun samber daya buatan sama dengan peluang vang diperoleh generasi
sekarang,

Sistinabiliy planaing bukan hanva terkait dengan faktor  lingkungan.

ckonomi. bulikan vang Iehih penting Tagi adalah tersclenggaranya scbuah integrasi

pand
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sosimomolsie poboruan venyvelengearaan pemerintehan dacrah vang didalamnya

=

merberinan wadah partisipast bagt masvarakat.

200 Strategic Planning

Perencunaan strategrs mempunvan karakter, lebih proaktif berdasar konsensus
stakeholders mendasarkan din pada kekuatan dan kelemahan vang ada untuk
memanfaatkan peluang dengan mengantisipasi ancaman, berfokus pada beberapa isu
strategis saja. dan berorientast ke implementasi (Djunaedi. tanpa tahun).

[su-isu strategis muncul dari kontlik antar tiga faktor esensial. yaitu:
I tujuan kebijakan kabupaten (hal-hal vang kabupaten ingin mencapainya, dalam

arti layanan. keuangan, atau sasaran-sasaran manajemen)

2 mandat (penugasan) pelayanan (hal-hal yang harus dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan)
3 kecenderungan dalam lingkungan (perubahan nyata dan dirasakan dalam hal

kependudukan, ekonomi, sosial-politik, kebutuhan layanan, dan sebagainya).

e

LD T

KBl

’ v N . v '

[ Frm kel g

R I N\ i
. jor \\_ =5

SEEE

Sumber: Kemp. dalam Djunaedi. tanpa tahun
Gumbar 2.4 Skema fuktor esenstal vang mempengaruhi isu-isu strategis



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(]
“J

200 Konsep Beocana

Uvadon buku Disaster Management A Disaster Manager's Handbook vang
ditubis cleh Carter. bencana didetinisikan sebagai suatu kejadhan, alam atau buatan
manusia, tha-uba atau procesive. vang menimbulkan dampak vang dasvat thebat)
schingea Romunitas (masyarakat) vang terkena atau terpengaruh harus merespon
dengan tndakan-tindakan Tuar biasa (Kodoate & Sjarief, 2000:07). Definist lain
tentang beneana (disasrery, diambil dart naskah Akademik RUU Tentang Penanganan
Beneana (Panja Komist VIIT DPR RIL 2003). adalah suatu gangguan scrius terhadap
kebertungsian suatu masvarakat sehingga menyebabkan kerugian vang meluas pada
kehidupan manusia dari segi materi. ckonomi atau lingkungan dan vang mclampaui
kemampuan masyvarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggeunakan sumber data-
sumber data sendir.

Namun demikian, Carter (dalam Kodoatie & Sjarief, 2006:67), mencrangkan
beberapa definist cenderung merefleksikan karakteristk berikut ini:

1. Gangguan atau kckacauan pada pola normal kchidupan. Gangguan atau
kekacauan ini biasanya hebat. terjadi tiba-tiba. tidak disangka. dan wilayah

cakupannya cukup luas.

[S%]

Dampak ke manusia sepertt kehitangan jiwa, luka-luka. dan kerugian harta benda

3

3. Dumpak ke penduduk utama struktur sosial dan ekonomi seperti kerusakan
mtrastruktur: sistem jalan. sistem air bersih, listrik. komunikasi. dan pelavanan
fasilitas penting lainnva,

Darl uratan tersebut. bencana dan penvebabnva serta pengelolaannya secara

sederhana dapat dnlustrasikan dalam Gambar 2.5.
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Sumber: Kodoatie & Sjarict. 2006
Gambar 2.5 Diagram scderhana kejadian bencana

2.12 Disaster Management

Carter (dalam Kodoatic & Sjarict, 20006:69) mendetinisikan pengelolaan
bencana (disuster munagement) scbagar suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatit)
yang mencarl, dengan observasi sistematis dan analisis beneana, untuk meningkatkan
tindakan-tindakan  (measures) terkait dengan preventit (pencegahan). mitigasi
(pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Dimana phase utama dan
fungst pengelolaan atau manajemen sccara umum  termasuk  dalam pengelolaan
bencana, meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian,
pegendalian. pengawasan. penganggaran. keuangan.

Sccara lebih spesifik pengelelaan bencana terpadu diartikan sebagai suatu
proses vang mempromosikan Koordinast pegembancan dan pengelolaan bencana dan
pengclolaan aspek fmnnya vang terkait langsung maupun tidak langsung dalam
rangka  tujuan  untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ckonomi - dan
kesejabiteraan sosial Khususnya dalam kenyvamanan dan keamanan terhadap bencana

dalam wikap vang fepat tnpa menggangeu kestabitun dari ckosistem.
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Forconedi rencana terpadu dapat dikelompokkan dalam 3 elemen penting.

VWU S0 Crsd e vironments peran-peran institust Anstiaaionad roles), dan alat-
Al MANUICRICT (G Coment INSUuments ),
Sceeart sihius Keaatan pengelolaan bencana dapat dnlustrasikan dalam

Gambar 2.0.

Kestapsiazaan Bencana Tanegap Darurat

Mincast
Rehabilitas
Scbelum : Paxca
Bencana Bencana
Rekonstrukst

Yoseyererrri e
Pencegahan Pembangunan Dacrah

Sumber: Radjiman. G, 2007:11
Gambar 2.6 Siklus kegiatan pengelolaan bencana

2.13 Proses Hirarki Analitik (Analitycal Hierarchy Process/ AHP)

AHP telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari
Universitas Pittsburg, Amerika Serikat dan dipublikasikan dalam bukunya vang
berjudul The tnalvtic Hierarehy Process pada tahun 1980, AHP pada dasarnva
didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang vang berhubungan sangat
crat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur vang didesain untuk sampai pada
suatu skala preforenst diantara berbagai set alternatif,

Analisis int ditgpukan untuk membuat suatu model permasalahan vang tidak
mempunyal struktur, biasanyva ditetapkan untuk memecahkan masalah vang terukur
(Ruantitatili, measelaly vang memerlukan pendapat (judeement) maupun pada situasi

vang xempicks atag tdak terkerangkas puda situasi dimana datas informast statistik
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saneat nrpeen abe ik sdas sama sekahe dan hanva bersttat huahitaut vang didasan

elehl persepstc pencwaman ataupun st AHP m juga hanvak digunakan pada

Aeputusan untuk banvak Keterniae perencanaan. alokasi sumberdava dan penentuan

priovitas dart stratezi-strategr yvang dimthkt pemain dalam situast konthk (Saaty.

FOUT:03),

Cirt khas dart model proses analitis berjenjang ini adalah penentuan skata
prioritas atas alternaut pilthan berdasarkan suatu proses analitis sccara berjenjang.
terstruktur atas vartable keputusan, Adapun bangunan dasar konsep matematis vange
dipakar adalah matriks ¢marrixg.

Saaty (dalam Kristof:2003) menvatakan bahwa AHP memiliki beberapa
akstoma vang mendasart penyusunan skala preferenst serta konsep dasar dalam
penvusunan hirarki.

1. Resiprokal: Jika A adalah sebesar x lebih penting dari B. maka B adalah sebesar
lix lebth penting daripada A.

2. Homogeniti: Hanya variabel sctara vang bisa diperbandingkan. Kesetaraan
merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan perbandingan. kesalahan
penilaian  akan  semakin besar  ketika  masing-masing  variabel  yang
diperbandingkan memiliki perbedaaan cukup besar.

Independensi: Masing-masing variabel adalah bersitat bebastidak terikat pada

[O¥]

variabel yang berada pada level di bawahnya.
4. bEkspektasi: Struktur hirarki harus lengkap dan menunjukkan semua kriteria dan
afternatf yang menjadi subjek kajian dalam penelitian.
Dalam studi AHP digunakan suatu hirarki untuk memudabkan dalam analisis
dan pemctaan permusalahan. Bertkut contoh hivarki sederhana dapat dilihat pada

gambar 2.7,
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Sumber: Dembko., 2003
Gambar 2.7 Contoh penyusunan hirarki dalam studi AHP

Penyusunan hirarkt AHP dimulal dengan mendefinisikan fokus/tujuan dari
permasalaban.  Kemudian  mengidentitikasikan  alternatif secara  berhirarki.
Selanjutnya, melakukan pilihan prioritas tingkat kepentingan yang memengaruhi
tokus tujuan. Terakhir, alternatif terbaik akan diperoleh dari sejumlah alternatit vang
telah dipetakan dalam model.

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan
dengan pendekatan sistem. dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu
kondist sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan.
Unsur terpenting dalam proses hierarki analitk adalah perbandingan berpasangan
pairwise comparison) Dalam menyelesatkan persoalan dengan AHP ada beberapa
prinsip dasar vang harus dipahami antara lain:

1. Dckompostsi, setelah mendetinisikan permasalahanspersoalan.  maka  perlu
dilakukan dekomposisic vaitu; memecah persoalun vang utuh menjadi unsur-
unsur. sampal vang sekectl-kectlnva.

20 Compardtive  Judgement,  prinsip ini berarti membuat - penilaian tentang
sepentingan relatt dua clemen pada suatu tingkat tertentu dalam Kaitannya

decgan thnekutaa diatasnyva, Pemlaan iy merupakan int dant AHP. karena akan
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boiponearea deibadep priortas elemen-clemen. tHasil dan pemilman nu Iebih
mitdan Gisapiken datam bentuk matnks Pairaise Comparison.

Svaisiresis of Priorine s dart setiap matriks painvise compuarison vektor ¢igen (Cir—
v untuk mendapatkan prioritas lokal. Karena matniks paimvise comparison
terdapat pada scuap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakokan
stitests dimtara prioritas lokal. Prosedur melakukan siatesis berbeda menurut
bentuk hicrarkt.

Logical Consistencev. konsistenst memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa
obvek-obyek  yang  scrupa dapat  dikelompokkan  scsual kesceragaman  dan
relevansinya. Kedua  adalah  tingkat hubungan  antara  obyck-obyck  vang
didasarkan pada kriteria tertentu. Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty
mulai dari nilai bobot I sampat dengan 9. Nialai bobot | menggambarkan “sama
penting”. i berarti bahwa nilai atribut vang sama skalanya. nilai bobotnva 1.
sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut vang “penting absolut™

dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.1
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S.timl)cr s Saatv, LT (1991:85)

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty.

1991:25):

I

129

Kesatuan: AHP memberi model tunggal vang mudah dimengerti. luwes untuk
beragam persoalan vang tidak terstruktur.

Kompleksitas: AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan
sistem dalam memecahkan perseoalan kompleks.

Saling Ketergantungan: AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-
elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

Penvusunan hirarkt: AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk
memtlah-tiloh elemen-clemen suatu sistem dalam berbugai tingkat berlainan dan

mengclompokkan unsur vang serupa dalam sctiap tingkat.
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P AT membert suate skada dalum mencukur bal-hal vang ndak

RO N

rerwiitd aniuh mendapatkan prioritas.

KNonsistenst: AHP melacak Konsistenst logis dan pertimbangan-pertimbangan
vang digunakan dalam menctapkan berbagan prioritas,

Sintesis: AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebatkan setiap
alternatif,

Tawar menawar: AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas refatit dari berbagai
taktor sistem dan memungkinkan orang memilih aiternatit’ terbaik berdasarkan
tujuan-tujuan mercka.

Penilatan dan konsensus: AHP tidak memaksakan konsensus tetapt mensintesis

suatu hasil vang representatif dart penilaian vang berbeda-beda.

. Pengulangan proses: AHP memungkinkan orang memperhalus detinist mercka

pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mercka
melalut pengulangan. Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan
dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi
taktor-taktor vang intungible (yang tidak terukur) ke dalam aturan vang biasa.
schingga dapat dibandingkan.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Saaty. 1991:36):
Identifikasi sistem. vaitu untuk mengidentitikasi permasalahan dan menentukan
solusi yang diinginkan. ldentifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari
referensi dan berdiskust dengan para pakar yang memahami permasalahan,
sehingga diperolch Konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
Penvusunan struktur hirarkt yang diawali dengan tujuan umum. dilanjutkan
dengan sub tujuang kriterta dan kemungkinan alternatit-alternatit pada tingkatan
kriterta vang pahing bawah.

Perbandinpan berpasangan. menggambarkan pengaruh relatit sctiap elemen
terhadap mosine-masing tujuan atau Kriteria vang setingkat diatasnva, Teknik
perbandingan berpasangan vang dicunakan dalam AHP berdasarkan “judeement™

atau persdupat dur para responden vang dianggap scbagat “hey person”. Mereka
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Gaoat rendin ks D pengamibil keputusan: 2) para pakar: 3) orang vane terhibat

dan remainoa permasalaban vang dihadapr.

Matriks pendapat mdividu. formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.0 Comah NMatriks Perbandingan

C Co NS ¢,
(_ i L AR %, .A In
= {1 = (1‘ l'\l;; ! ‘\_.n
C A 1742, I
Sumber @ Saaty, [T (1991:84)
Dalam hal ini C'L. C20 ... Cn adalah sct elemen pada satu tinekat dalam

N

hierarki. Kuuntifikast pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk
matriks n x n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan vang
mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap €.

Matriks pendapat gabungan. merupakan matriks baru vang clemen-clemennya
berasal dari rata-rata geometrik clemen matriks pendapat individu vang nilai rasio
inkonsistensinva memenuhi svarat,

Pengolahan horisontal, yaitu : a) Perkalian baris; b) Perhitungan vektor prioritas
atau vektor cirt (eigen vektor): ¢) Perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum.
dan d) Perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan
untek menghitung konsistenst jawaban responden

Pengotahan vertikal. digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh sctiap elemen
pada tmekat hicrarkt keputusan tertentu terhadap sasaran utama.

Revist Pendapat. dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup
tngei (0100 Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar.
sebathnva responden tersebut dihilangkan, Jadi pengeunaan revisi ini saneat

terbutias menwineat ahan terjadinya penyimpancan dari jawaban vang sebenarnva.
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BAB 1 ~
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelition

Tenis penclitian i dart segi twjuan umum merupakan penclitian evaluasi
Kebimakan dengan mengeunakan metode deskput kualitatit, Sceara gans besar
henduk membuat cambaran atau mencandra suatu kebijakan atau fenomena sceara
sistematis, faktual dengan penvusunan vang akurat.

Penehttan ini ditittk-beratkan pada analisis kebijakan tata ruang wilavah
kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana alam banjir  bandang dan tanah
longsor. Dimana akan dikctahui dan kacamata ahli datam masalah tata ruang wilayah
vang bersangkutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian. dilakukan beberapa tahapan
schagal proses pendekatan masalah. Pertama. dilakukan identifikast masalah dari
berbagai aspek dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder vang relevan
dengan pencelitian. Kedua, dilakukan penggalian pendapat dart kalangan pemerintah.
pakar perencanaan kota dan wilayah, serta orang yang dianggap faham tentang
perencanaan  tata ruang  kotwwilayah melalui teknik wawancara dan mengisi
kuestoner AHP.

Adapun  kerangka permasalahan  dapat  digambarkan  sccara  skematik
ditunjukkan olch bagan hirarki kebijakan tata ruang kawasana bencana kecamatan

Panti Kabupuaten Jember (Gambar 3.1).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penchinan dilaksanakan pada bulan Mer hingga Oktober 2007, Merupakan
interval waktu 1 tahun sctelah bencana alam Panti terjadi. Lokasitempat penclitian
mencakup kawvasan beneana alam banpir bandang dan tanah longsor Panti Khususnva
di empat desa vanyg rertmapa bencana meliputi. Desa Kemirl, Desa Sucl. Desa

Glagahwero, dain Desa Pant, Kecamatan Pantd Kabupaten Jember,

4
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Gambar 3.1 [irarki Kebijakan Tata Ruang Kawasana Bencana Kecamatan Panti Kabupaten fember
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23 MIetode Pepcumpuolan Data

Vetode ponoumpudan data dalam penehition e diarahkan unok
medopnhan Jata pomer dun daw sekunders Dimana data primer mencakup:
pendipat aiun dermast darr kalangan aparat pemermiah. pakar perencanaan lata
ruanc auvoah. sorta orang masvarakat vang dhanceap taham dan terkena dampak
lancsung maupun udak terkat dencan kebyakan tate ruang wilayah bencana
kecwmatan Panti kKabupaten Jember.

Sedanckan data sckunder didapat dart berbagar sumber. seperti buku
referenst, intermet. media massa. dan dokumentast imtormasi dart instansi terkait,
Adapun tahapan pengummpulan data, sebagal berikut:

3.3.1  Wawancara

Wawancara (/nrervienw) dimasukkan sebagal tahapan awal penggalian data
dari objek penclitan. Meski demikian dalam tahapan-tahapan lanjutan. observasi,
masih tetap dimungkinkan unuk dilakukan wawancara tambahan.

3.3.2  Observasi

Yattu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung
ke lokast penelitan vaitu pada obyvek penchitian dengan maksud  untuk
memperoleh gambaran nvata tentang kegiatan-kegiatan serta gejala-gejala yang
ditemui pada obyck penelitian. Kemudian data hasil observasi tersebut dijadikan
bahan analisis masalah vang ditelits.

3.3.3  Kuesioner

Tahapan pengumpulan juga diperoleh dan hasil kuesioner. Dalam hal im
peruntukannyi  dibagi menjadi dua. analisis - deskripuf dan AHP. Guna
memudahkan anabisis maka secara bersama-sama digunakan desam penelitian

sehagar berkut (gambar 3.2)
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Gambar 3.2 Desain penelitian

Kuesioner discbarkan dan dusi oleh responden terpililexpers. Respoden
expert dipahami sebagal orang yang paham mengenal masalah ketataruangan
wiliyah kecamatan Panti pascabencana, meliputi pakar perencanaan tata ruang
kota wiluvah, aparat pemerintah yang terkait dengan bidang perencanaan tata
ruang Kota wilavah, dan orang vang dianggap faham dan terkena dampak
fangsuny maunpun tdak terkait dengan kebyjakan tata ruang kecamatan Pant
Kabupaten Jember pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

Usaha pengealian persepst pendapat i dilakukan dencan menerapkan
teort NHP cdnadveic Hicrarey Process). Netode pengambilan sampel dalam
penclitin NP adalah purposive sampiing.

234 Studi Dokumentasi
Stwdn dekumentast adalah tekmik pengumpulan data dengan cara mereview

dokomen-doneien vang diangeap menuhkr keterkattan dengan aspek-aspek vimnge
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supalan me memthkht dea maksud vanu: Pertama adalah

untuk memperoleh data-data tentang pedoman atau ketentuan vang  telah
diteriy ko entne Kebijakan Publik (contoh RUTRKGL Implementast kebijakan
dan analss imekunean kawasim bencana vang berbasis Kecamatan Panti. Kedua
adalah sebavar bahan ventikast werhadap dawa-data vang welah diperoleh dan
WHW AN
Proses pencumpulan date diberhentikan setelah dianguap “Jenuh™ vanu
serelah tdak ada jawaban baru lagt dilapangan. Dimana  setelah  pencliti
memperoleh mtormast atau jawaban yang sama atau sejenis dart informan-
intorman baru.  Sttuast ini ditandai  dengan  data vang terkumput  selalu
menunjukkan hal vang sama dart berbagal situasi dan sumber vang berbeda.
Adapun penunjang lainnva dalam studi dokumentast didapat dart data
sckunder yang diperoleh dari berbagai sumber. meliputi:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKARB) Jember:
2. Kantor kecamatan Panti kabupaten Jember:

3. Kantor desa Kemiric Suci. Galgahwero. dan Panti:

4. Dinas Pekerjoan Umum (DPU) kabupaten Jember;

5. Dinas Kehutanan kabupaten Jember;

6. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kabupaten Jember:

7. Satuan Koordinast Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan

Pengunsi (Satkorlak PBP)Y kabupaten Jember ;
8. Studi literatur pustaka, media massa. dan sumber lainnya vang menunjang

terlaksanananya penclitian.

3.4 Metode Analisa Data

Untuk kheperfuan analisis evaluast kebijakan tata ruang wilavah kecamatan
Pantt pascabencana alam banpr bandang dan tanah longsor. digunakan dua
analisis data yaung anahsis deskriput dan XHP dnalviic Hicrarchy Process .
341 Anndisis Data Deskriptif

Patam penchitian deskriptif data dianalisis secara kuahitauf vaitu dengan

menzasharkan staw mencuratkan obyek pencliian bordasarkan hasil penelivan
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cane dhieriaknn Naksrdnva dare hasil penehitin yvang die peroleh selanjutnya

Gielah week deadikan intormast schacar bahan dasar untuk droanalisis serta

dibiihas secaras keahtant vang berbenuk catatan kemudian dianahza untuk

mendapathan deskripst dan Klantikast vang jelas. wjam. dan komprehensit
terhadap permisalahan vang ditehu. termasuk dalam menjelaskan hubungan
kensep vang ditehu,

Adapun sthapan-twhan yvang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dar hasil wawancara,
observast, dan studt dokumentasi.

b, Mengklasifikast matenn data. langkah ini dimaksudkan untuk memilih data
yvang representatt dan dapat dipergunakan untik  penchtian selanjuinya.
Mengklasifikasikan matent data ditukukan dengan mengelompokan data-data
vang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

¢. Editng. vaitu melakukan penclahan terhadap data vang terkumpul melalui
teknik-teknik  vang dipergunakan. selanjutnya  dilakukan penclittan  dan
pemeriksaan kebenaran serta perbatkan apabila terdapat kesalahan sehingga
memudahkan proses penelitian tebih lanjut,

d. Menyapikan data yaitu data yang telah ada dengan deskripsi secara verbal
kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran logis serta
memberikan argumentast dan ditarik kesimpulan.

3.4.2 Analisis Data AHP

Anahsis data AHP digunakan untuk menarik kesimpulan evaluatif tentang
Kebrjakan tata ruang wilayvah di Kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana
alam banpr bandang dan tanah longsor. Hirarke keputusan dalam penelitian ini.
terdire dan tga ungkatan. Tingkatan tertinget sehagat focus goal menunjukkan
keputusan Keseluruhan: kebijakan tata ruang wilavah, Tingkatan tengah (kedua)
menunjukkan taktor-faktor vang  diperhmungkan, faktor-faktor vang menjad:
standar pemilatan kelatkan kebijakan: aspek hngkungan. sosial. ekonomi. dan
mfrastruktor. Tinckaan ketiga menunyukkan alternadf mdikator dart variabel pada

tinekatan kedias Terakhir adalah model.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4

Do ~ecar Jengkap setiap aspek dan kriterta yane menjadn dampak
hincea aliematit dan provekst model perencanaan wa ruang tanggap bevana
Fda anabisis kebijakan tat many kawasan beneana Kecamatan Panu Kabupaten
Jember selenckapnya dapat dilthat pada lampiran 1.

Dart hasil kuesioner vang telah dust oleh setap responden. selanjuinya
dianalisis untuk dilihat tngkat konsistensinya dalam menjawab setiap pertanyaan.
Apabila nilai rasio inkonsistensinva finconcistency ratio) lebih besar dari 0.1
maka dilakukan revisi pendapat. Namun jika nilai rasio inkonsistensinya sangat
besar. maka responden tersebut dihilangkan.

Agar diperoleh analisis data AHP secara akurat dan runtut, maka tahapan-
tahapan vang meski dilalui adalah sebagai berikut:

1. melakukan perhitungan data hasil kuesioner vang telah ditsi;

2. membagl masing-masing kuesioner dalam beberapa kelompok responden:
3. melakukan analisis hasil perhitungan kucsioner menurut masing-masing

kelompok responden, dan dilanjutkan analisis hasil secara kescluruhan.
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BAB IV, PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum l.okasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Jember

Kabupaten Jember mempunyal Juas wilavah 3.293.34 ki~ berada di bagran
timur dari wilavah Propinsi Jawa Timur tepatnva pada posisi 1137257007 — 114% 127
00" BT dan 7" 397 67 8" 337 567 LS. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten

Jember adalah sebagai berikut:

a. Schbelah utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
b. Scbelah sclatan  : Samudera Indonesia

¢. Sebelah timur : Kabupaten Banyuwang:

d. Schelah barat : Kabupaten Lumajang

Dalam pembangunan wilavah Propinst Jawa Timur. Kabupaten Jember
termasuk dalam SWP 13.4. Kabupaten Jember merupakan pusat SWP dart Kabupaten
Bondowoso dan Kabupaten Sttubondo. Kegiatan utama yang dikembangkan pada
SWP ini adalah kegiatan pertanian. industri, perhubungan. pariwisata. perdagangan,
dan pendidikan. Sedangkan sub sektor industri keeil vang akan dikembangkan adalah
sub sektor ancka industri dan industri kecil.

Menurut data tipotogi wilayah, Kabupaten Jember yang terkenal dengan
sebutan kota tembakau ini berada pada ketinggiaan antara (0 — 3.300 m dpl. Daerah
vang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 — 500 m
dpl yaitu, 1.230.77 km" (37.68%) dan vyang tersempit adalah dacrah dengan
ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu, 31.34 km~ (0.95%). Dengan demikian dapat
diketahui bahwa wilavah Kabupaten Jember memiliki ketinggian vang bervariasi
namun demikian dapat dikatakan bahwa scbagian besar wilayah Kabupaten Jember

berada pada arca dataran rendah.,
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4.1.2  Kecamatan Panti Kabupaten Jember
4.1.2.1 Batas Administrasi dan Letak Geogratfi
Jember merupakan kabupaten vang membawahi 31 kecamatan. Salah satu di

antaranva adalah kecamatan Panti. Wilavah Panti terletak kurang lebih 12 km di

bagian barat laut ibukota Kabupaten Jember dan mencakup wilayvah 160.71 Km
dengan ketinggian rata-rata 71 m dari atas permukaan faut.

Batas Administratit’ daerah Kecamatan Panti, di sebelah utara berbatasan
dengan Pcgunungan Argopuro. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Bangsalsari. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambipuyji. Sedangkan
di scbelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukorambri.

Sceara administratif Kecamatan Panti terdin dart 7 desa dan 23 dusun. Desa
terscbut meliputi. Panti. Scrut. Suci. Kemiri. Pakis. Kemuningsart lor. dan
Galagahwero. Kecamatan Panti dalam pengembangan wilavah masuk dalam sub
satuan wilayah pengembangan (SSWP) IV Kabupaten Jember bagian Barat-Selatan
dengan pusat pengembangan di Kecamatan Balung. Dimana scktor pertanian,
tanaman pangan, industri kecil, pariwisata dan perdagangan menjadi prioritas

wilayah.

4.1.2.2 Topografi, Geologi, dan Iklim
Data tahun 2005 menvebutkan wilavah Kecamatan Panti berada pada
ketinggiaan antara 130 — 600 m dp!l. Dimana Desa Kemin merupakan dacrah dengan
area wilavah tertinggi vaitu, 600 m dpl dan Kemuningsart Lor menjadi desa terendah
dengan tinggi 130 m dpl. Sedangkan dacrah terluas adalah Pakis dengan luas wiltayah
26,97 km™. Dengan demikian meski beberapa wilayah desa termasuk arca tinggi.
secara keseluruhan wilayah Kecamatan Panti berada pada arca dataran rendah.
Tanah di wilayah Kecamatan Panti sangatlah bervariasi, mulai 0" — lebih
dari 40", 12.44% wilayah memiliki kemiringan 0 — 2", kemiringan 2 — 137 meliputi
36,28%. dan kemiringan 15 - 40" mehputi 14.83% dari luas wilayah. Wilayah vang

berada pada kemiringan >40" meliputi 36,35%. dimana tiga desa. Pakis (26.97 km™).
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Suci (22.80 km ). dan Kemiri (14.66 km®) menjadi wilayah vang mavoritas dalam
POSIST 101,

Kondist kemiringan lahan vang bervariasi-lebih dart 30% wilayah  berada
pada kemiringan -40"-selanjutnyva menjadi faktor pertimbangan penting perencanaan
tata ruang vang akan ditetapkan. baik dipandang dart potensi. kendala hngkungan.
maupun segt dampak lingkungan vang berkaitan dengan perubahannya. Disamping
itu topografi juga berpengaruh dalam menentukan jenis dan arah penempatan
aktivitas yang akan dikembangkan pada suatu dacrah.

Mortologi wilayah Kecamatan Panti didominasi oleh kawasan perbukitan.
Dacrah dengan kemiringan antara 8-135" dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.
Daerah dengan kemiringan diatas 40" merupakan dacrah perbukitan yang terletak di
sebagian utara cocok untuk kawasan lindung. Dacrah scbelah timur-sclatan-barat
meski berbukit masth tergolong dacrah landai. schingga akan berpotenst untuk
pengembangan kegiatan pertanian. peternakan. dan perkebunan.

Selanjutnya, dan faktor tanah daerah Panti didominasi oleh dua jenis tanah
yaitu, andosol dan latosol. Dua jents tanah memiliki kandungan organik tinggi dan
bertekstur lempung, gembur. Schingga dapat dipastikan Panti merupakan daerah

=

subur. Sclain itu juga karcna curah hujan dimiliki cukup tinggi. berkisar »2.500

A=

mm/tahun. dan adanva daerah aliran sungai Kali Putih yang cukup mendukung
aktivitas pertanian dacrah sckitar. Meski demikian curah hujan vang tinggi
selanjutnya harus terus diwasapadai. Mengingat bencana banjir dan tanah longsor

discbabkan salal satunya oleh adanya curah hujan yang tinggi dan terus-menerus.

4.1.2.3 Tata Guna Lahan

Scbagaimana latknyva wilayvah pada umumnya. tata guna wilayah Pant
mehputi berbagai sektor. Namun demikian mavoritas penggunaan lahan di wilavah
Kecamatan Panti didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini disebabkan

karcna memang kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Panti sangat subur.
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Kondisi di atas sangat sesuai mengingat mata pencahartan utama penduduk
Kecamatan Panti adalah schagai petani vaitu. 59.67%. Adapun perscbaran lahan
pertanian dan perkebunan int hampir merata di seluruh wilavah Kecamatan. Kawasan
hutan produksi vang ada di Kecamatan Panti adalah berupa hutan jati dan hutan kayu
lainnyva. Kawasan hutan produksi ini berada di daerah Kemirt atas. masuk diarea
pegunungan Argopuro.

Sektor industri, di Kecamatan Panti tidak begitu banvak. Dart data penduduk
menurut mata pencahariaannya hanya sekitar 1.72%. Industri yang ada meliputi
industri rumah tangga scperti industri tahu-tempe, dan bambu. Perscharan lokast
industri hampir di semua desa, namun yvang cukup besar berada berada di Desa Serut
dan Glagahwero.

Tata guna lainnya adalah untuk kawasan permukiman, perscbarannya merata
di scluruh desa. Desa vang memiliki tingkat kepadatan tinggi meliputi, Serut, Suc,
Panti. dan Kemirt. Scbagai wilavah kecamatan berordo V. tingkat  kepadatan
penduduk Panti tergolong rendah-sedang. Jumlah pemukiman hanya 718.4 ha atau

07

sekitar 13% dari total luas wilavah.

4.1.2.4 Kependudukan dan Karakteristik Sosial

Sebagaimana terjadi di semua wilayvah. Kecamatan Panti terus mengalami
pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun. Seperti terlihat pada tahun 2005, jumlah
penduduk Kecamatan Panti 57.182 pwa dengan komposisi laki-laki 27.932 jiwa dan
perempuan 29.250 jiwa (sex rasio 95.49%). Meningkat 257 jiwa dari jumlah tahun
sebelumnya, 2004, 28.993 jiwa. Namun demikian tingkat persebaran penduduk di
Kecamatan Panti sangatiah merata.

Variabel-variabel yang berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan
penduduk, antara lain: kelahiran (fertilitas). kematian (mortalitas), dan migrasi
penduduk. perlu adanya pengkapian sccara terus-menerus, agar dapat dijadikan dasar

dalam pengambilan kebijaksanaan dibidang kependudukan.
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Schagian besar penduduk Kecamatan Panti menjadikan scktor pertanian
sebagal pencaharian utama. Menurut data BPS tahun 2005 komposist penduduk
menurut - mata  pencahartaanya meliputi.  scktor  pertanian scbanyak 10,142,
industrl kerajinan sebanvak 2920 scktor konstrukst 4310 sektor perdagangan 2.507.
dan sektor angkutan schanvak 171.

Tidak hanya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang memngkat, jumlah
peserta didik di Kecamatan Panti juga terus meningkat. Data Kecamatan Panti dalam
angka tahun 20035 menunjukkan jumlah peserta didik dart TK hingga SMU baik vang
dispendik ataupun non dispendik scbanyak 9669 murid. Komposisi peserta didik di
ungkat TK dan dasar (7503 murid). tingkat SLTP (1793 mund). dan tingkat SMU
(373 murid). Sedangkan jumlah peserta didik tahun 2004 hanya 9069 murid.

Dengan demikian aspek-aspek misalnva struktur kependudukan dilihat dan
berbagar aspek  di atas  senantiasa penting. Diomana scmuanyva  akan  turut

memengaruhi dan memiliki implikast langsung terhadap tata ruang.

4.1.2.5 Keadaan Perckonomian Regional

Scbagmimana paparan singkat di atas bahwa scktor pertanian menjadt mata
pencaharian mayoritas masyvarakat Panti. Dari total luas wilayah sekitar 56 persennya
(93,96 km?) diolah untuk scktor pertanian. Dengan demikian pantas kiranva jika
sctiap tahun scktor pertaman terus menjadi kontributor terbesar PDRB Kecamatan
Panti sebanyak 37.593.053. Dalam hal in1 tanaman bahan makanan dan tanaman
perkebunan yvang menjadi sub scktor paling besar sumbangsthnya. Sclanjutnya
disusul sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan, dan kehutanan.

PDRB tidak hanya disumbang olch scktor pertanian. Scktor lain pun turut
memberikan kontribusi meski tidak sebesar scktor pertanian. Sektor perdagangan.
hotel, dan restoran menduduki urutan kedua sctelah pertanian dalam memberikan
sumbangsih terhadap PDRB. Menurut PDRB atas harga konstan tahun 2004 sektor

rrdagangan, hotel, dan restoran membenikan 10.238.717. Penulis beranggapan sclatn
gangan, : £gay
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perdagangan. scktor mi juga didukung dengan 1.216.30 ha luas Kawasan hutan
produksi dan 870,50 ha kawasan hutan wisata dar total Tuas hutan 3,734.80 ha.
Scktor pariwisata dacrah juga merupakan salah satu aset vang menjadi
perhatian khusus Kecamatan Panti dan Kabupaten Jember. Menurat jenis kawasan
wisata. wisata air terjun Tancak yang ada di Desa Kemirt Kecamatan Panti i adalah
wisata alam dan pegunungan. Tentunva juga akan menghadirkan pemasukan bagi
daerah Panti dan sckitarnyva.
Scktor pertambangan dan penggalian menempati posisi buncit dengan total
sumbangan 290.414. Hal i lebih dikarenakan wilayah Panti bukan wilayah dengan

ang tinggt. Posisi kedua dart bawah ditemati sektor industri.

=
&

sumberdaya tambang y

Namun demikian secara kescluruhan sektor yang ada terus mengalami
peningkatan dalam menyvumbang PDRB. Sehingga hal i diharapkan menjadi sinval
posttit terhadap laju perkembangan perckonomian Kecamatan Panti pada khususnya

dan Kabupaten Jember pada umumnya.

4.1.2.6 Sistem Trasportasi

Transportast darat merupakan transportasi utama dan satu-satunya Kecamatan
Panti. Jalan rayva memiliki peran penting dalam menghubungkan akses dari pusat kota
ke wilayah Panti atau pun scbaliknya. Mceski demikian tidak semua jalan bisa di akses
dengan nyaman mengingat hampir 23 km permukaan jalan masih berupa pasir-batu
(sirtu) dan tanah.

Kondist di atas nampaknya juga berpengaruh terhadap pola pergerakan barang
di wilayah Kecamatan Panti. Panti tergolong wilayah ordo V yang merupakan dacrah
kecil dan pedesaan. Sehingga kondisi transportast yang ada tidak jauh dari pada
umumnya desa yang mempunyar tingkat aksesibilitas vang relatif lebih rendah dan

struktur dan kondisi jalan yang rendah pula.
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4.1.2.7 Lingkungan Permukiman

Kaitannya dengan kesejahteraan sosial masyarakat, keberadaan permukiman
il sangat  penting. Selain relevansinva dengan motivast penduduk untuk
mendapatkan berbagr tasititas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan yang
dilakukan schari-har.

Penduduk dengan kegiatan jasa dan perdagangan. maupun kegiatan lain vang
terkonsentrasi pada suatu pusat kegiatan akan berortentasi pada lokasi-lokasi vang
dekat dan mempunya aksesibiltas vang tinggi. Penduduk dengan kegiatan utamanya
adalah pertanian tanaman pangan akan cenderung memilki permukiman yang tidak
jauh dart lokasi lahan pertaniannya.

Demikian pula halnva dengan keadaan permukiman di Kecamatan Panti.
karakteristik - permukiman  yang ada memibkt  kesamaan  dengan  karakeristik
permukiman pedesaan. Lingkungan permukiman pedesaaan mempunvyai karakteristik
sebagai berikut:

a.  Luas kavling jauh lebih besar dart pada di kota
b. Cenderung mendekati dengan lahan pertanian vang dimilikinya

c. Sifat dari sistem permukimannya adalah tersebar

d. Fasilitas pelayanan dan utilitas lingkungan relatit kurang

¢. Kecenderungan perkembangan ckstensifikast lahan

f. Kecenderungan perkembangan menggeser lahan-lahan pertanian

g. Lokast lebih berorientasi kepada lahan kegiatan maupun janingan jalan untuk
menjangkau fasihitas pelayanan, schingga umumnya pola pesebaran rumahnya

cenderunyg linier sepanjang janngan jalan.

4.1.2.8 Fasilitas dan Pelayanan Sosial

Fasilitas pendidikan vang terdapat di Kecamatan Pantt sedikit berbeda pada
umumnya dacrah. D1 wilayah Panti fasilitas pendidikan hanya dan TK sampai SLTP.
Meski tingkat SMU ada namun bukan dispendik (non dispendik). Jumlah fasilitas

pendidikan sccara kescluruhan 39 sekolah meliputi, TK sebanvak 23. SD dispendik
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26 dan SD non dispendik sebanvak 130 SLTP dispendik 2 dan SLTP non dispendik
sebanvak 0 sckolah. Tingkat SMU hanva disediakan SMU non dispendik dengan
jumlah 4 sckolah.

Fasilitas sostal lainnya adalab fasilitas keschatan dan peribadatan. Jumlah
sarana fastlitas keschatan menurut data Puskesmas 2005 terdapat 1 puskesmas. 3
puskcsmas pembantu. 5 pohides. dan posvandu schanvak 70. Fasilitas peribadatan
yang ada di Kecamatan Pant hanya dua. masjid dan vihara. Mengingat mavoritas
masyarakat Panti adalah mushim. maka masjd dan musholla merupakan tasihtas
peribadatan yang paling banyak dijumpat di wilayah in1. Dan juga terdapat 33 pondok
pesantren dengan jumlah santri scbanvak 1.835 orang santri. Fasilitas sosial fain vang

turut menunjang perekonomian dacerah meliputi KUD, koperasi. dan Bank.

4.2 lIssu Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Panti Pascabencana

Ada beberapa issu penataan ruang wilayah Kecamatan Panti Kabupaten
Jember vang dickstrak dari kondisi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor
dan beberapa peraturan serta kebijakan daerah vang diberlakukan. Pemetaan issu ini
dijadikan pembuka kondisi eksisting Kecamatan Panti pascabencana. Selanjutnva dart
hal tersebut akan dijawab dalam analisa kebijakan perubahan penataan ruang berikut
rekomendasi model yang berdasarkan analisa ekspert. Issu tersebut adalah :
a. Eksploitasi Sumber Dava Alam dan Lingkungan

Issu degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber dava
alam vang tidak terkendali dan tidak terencana dengan baik perlu segera diatasi.
Eksploitast sumber daya alam dan lingkungan ini terjadi di kawasan perbatasan dan
di pegunungan  Argopuro. Penurunan  kualitas  hngkungan ini  terjadi akibat
penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan pengambilan hasil hutan lainnya.
Selain hal di atas. degradasi kualitas hingkungan ini diakibatkan oleh maraknya
konversi lahan lindung menjadi luhan budidava tanam rakyat yang tidak terkendali

dan terbukanya lahan-lahan cks tebangan yang belum ditanami dan menjadi lahan-
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lahan kritis. Hal mi semua pada gilirannva akan mengurang) potenst sumber dayva
alam Kecamatan Panti khusunva dan Kabupaten Jember pada umumnya.
b. Perubahan Fungsi Lahan

Masyvarakat Panti sebagian besar bermata pencaharian sebagal petani. Dalam
hal in1 vanyg paling dominan adalah sektor pertanmian dan perkebunan. Schingga tidak
berlcbihan jika dikatakan dua scktor terscbut. pertanian dan perkebunan. telah
menjadi tombak kehidupan masyarakat Pant.

Ketergantungan masyarakat pun akhirnva terjadi pada dua sektor ini. Namun
demikian karena wilayah Panti. khususnya desa Kemiri dan sebagian dusun Desa
Suci, notabene berkontur bukit, ketergantungan akan pertanian menjadi masalah.
Banyak lahan yang beralih fungsi, dari yang semula termasuk daerah aliran sungai
berubah menjadi area tanam padi. Beberapa kawasan lindung pun sudah banyak yang
berubah menjadi kawasan budi daya. Selain itu juga bergantinya jenis tanaman.
Tanah yang seharusnya ditanami tanaman tahunan digantikan dengan tanaman
musiman.

Memang kondisi sebagaimana disebutkan di atas berdampak positif terhadap
peningkatan produktivitas pada kedua sektor tersebut. Namun berbagai perubahan
yang ada juga menjadikan perubahan ketahanan alam. Arca yang sebenarnya
berfungsi scbagai penahan (barrier) ketika ada hujan tak lagi bisa menahan derasnya
aliran air dari lereng gunung. Erosi pun semakin sulit untuk dihidari.

c. Area Relokasi Rawan Bencana

Area relokast yang masih rawan bencana juga menjadi isu dalam penataan
ruang wilayah Panti pascabencana. Kondisi eksisting menggambarkan beberapa
tempat relokasi seperti relokasi AFD Gunung Pasang dan Gaplek timur masih
berdekatan dengan daerah aliran sungai dan lahan rawan Jongsor.

Kondist di atas memang menuntut penyikapan segera tentunya dari pihak
pemerintah scbagal penentu kebijakan tata ruang wilayah. Karena jika didiamkan.
dapat dipastikan kerugian material semakin tinggi ketika terjadi bencana susulan.

Selain juga adanya tngkat kerawanan di arca relokasi nampaknva menjadi

l
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kegehisahan penduduk vang selanjutnva berakibat pada menurunya modal sosial dan
pola pikir masyarakat.
d. Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Perubahan vang sangat ckstrim adalah pola pikir masvarakat pascabencana
cenderung konsumtf. tdak lagr produktit. Hal im Iebih dikarenakan berkurangnya
lahan pertanian vang selama ini menjadi tumpuan hrdupnya. Minimnya lahan garapan
menjadikan berkurangnya tingkat produkst dan berdampak pada tingkat pendapatan
yang rendah.,

Memang perubahan pola pikic tidak mutlak seperti di atas. Beberapa
penduduk pasca perubahan tata ruang justru semangat. Pola pikir entrepencurship
muncul dibuktikan dengan bermunculannva tempat trasaksi jual beli seperti. ruko dan

penjual mlijo.

4.3 Hasil dan Pembahasan
4.3.1 Analisis Deskriptif Tata Ruang Wilayah Kecamatan Panti

Berbicara tata ruang tidak terlepas dan tiga hal mendasar vaitu. perencanaan.
pemantaatan. dan pengendahan ruang wilayah vang bersangkutan.  Sehingga
ketepatan vang kemudian membawa dampak baik ataupun tidak tata ruang sangat
ditentukan dari penataan ruang yang dilakukan. Begitu halnya dengan kebijakan
perubahan tata ruang kawasana bencana Kecamatan Panti.

Dart beberapa issu di atas vang kebenarannya dapat dibuktikan melalui
penycbaran  kuesioner. Kucesioner dibagi pada 30 responden meliputi pihak
masyarakat Panti. khususnya Desa Kemiri., Suci. Panti. dan Galgahwero. masyarakat
umum, wartawan, akademisi, dan birokrasi. Keterbatasan beberapa responden dari
pthak masyarakat Panti akan pemahaman bahasa kucsioner, membuat peneliti harus
membacakan dan menjelaskan detail 1s1 kuesioner. Kondisi ini dalam  kajian
penclitian kualitatif disebut dengan emic (perspektit yang berdasarkan pengetahuan
penduduk lokal) dan etic (perspektifipandangan dari orang luarpenelitt). Schingga

penclitt harus pandai dalam menjabarkan eric seusai dengan daya tangkap emic.
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Namun demikian hal ini membuat 30 kuesioner yang dibagikan dapat terisikan dan
kembali dengan lengkap.

Dari hasil kuesioner tersebut kemudian dirangkum dalam analisis deskriptit
vang merupakan alat utama penelitian. Analisis deskriptif yang dilakukan sesuai
dengan variabel dan indikator dalam desain penelitian (bab 1), Analisis desknptif
bertujuan memetakan dampak kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana
Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui empat variabel aspek meliputi: (1)
variabel lingkungan: (2} variabel sosial: (3) variabel ckonomi: serta (4) variabel
intrastruktur. Hasil analisis deskriptit selengkapnya sebagai berikut:

A. Variabel Lingkungan

Dalam variabel lingkungan diajukan tiga pernyataan yang sclanjutnyva dijawab
sesual persepst responden. Adapun tiga pernyataan tersebut vakni. kebijakan
perubahan tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan.
penataan tata ruang Kcecamatan  Panti juga  berdampak  pada munculnya
ketidakseimbangan ckosistem (unbalance ecosystem) yang ada. dan penataan tata
ruang Kecamatan Pantt meningkatkan fungsi keindahan yang dirasakan masvarakat.

Dan total 30 responden vang dihimpun. sebanyak 13.33 persen responden
menilal sangat sctuju dan 60 persen setuju dengan pernyataan ~Kebijakan perubahan
tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan. Bahkan tidak
jarang terjadi kesalahan pemakaian lahan sebagaimana tungsi sebenarnya.”™

“...runtutannya sctelah bencana membawa kerusakan lahan dan itu membawa

perubahan fungsi lahan. Sclanjutnya dart lahan yang berubah tungsinya

berubah lagl karena ada kebijakan pembangunan pascabencana. Jadi jelas
pemakaian lahan yang salah itu ada....” permyataan Kasun Glundengan, Bp.

Sutrisno saat wawancara tanggal 10 November 2007.

Namun beberapa responden, sebanyak 23.33 persen menvatakan tidak setuju
adanya kesalahan pemanfaatan lahan wilayah bencana Panti, serta sebanyak 3.33
persen lainnva menvatakan tidak tahu. 7..tidak ada salah pemakaian fungsi lahan

dalam tata ruang kecamatan Pantt. Penataan vang dialakukan telah melalui pengujian
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dart berbagai pihak™ demikian ujar Survadi. Camat Panti dalam wawancara tanggal

15 November di Kantor Kecamatan Panti. Jawaban scelengkapnya dalam Gambar 4.1

A
2

Sangat Setuju Tidak Tahu Tidak Sangat
Setuju Setuju Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2
Gambar 4.1 Kcebijakan perubahan tata ruang Kawasan bencana mengakibatkan
perubahan fungsi lahan.

Sama halnya dengan pernyataan  pertama, hampir setengah  responden
menyatakan  penataan  tata ruang  Kecamatan  Panti juga  berdampak  pada
ketidakseimbangan  ckosistem  (unhalunce ecosysiem). Sebanyak 33.33  persen
menyatakan kesctujuaan dan 26.67 persen tidak setuju. Serta sebanyak 16.67 persen
jawaban responden menyatakan  tidak tahu. Jawaban responden sclengkapnya

disajikan pada Gambar 4.2

28%a7

Sangat Setuju  Tidak Tidak  Sangat
Setuju Tahu Setuju  Tidak
Setuju

i

T T T

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.2 Penataan tata ruang Kecamatan Panti juga berdampak pada munculnya
ketidakseimbangan ckosistem (unbalance ecosvstem) vang ada.
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Pada pernvataan ketiga “penataan tata ruang Kecamatan Pantt meningkatkan

fungsi keindahan yang dirasakan masyarakat” schanyak 3333 persen responden
menyatakan sangat sctuju dan 43.33 persen setuju. Kesetujuan tersebut terlthat dart
perkataan KH. Muzammil. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan dalam wawancara
tanggal 12 November 2007 di kediamannva ... ya. sckarang kondisi desa (Kemiri dan
Suct) lebih indah dan scbelumnya. Fasilitas publik sudah terbangun dan lcbih
tertata.”

Namun demikian ada scbagian penduduk vang tetap mengatakan tidak sctuju
akan dampak keindahan sectelah kebijakan, 7._.dampak kebijakan tidak membawa
keindahan sama sekali. vang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan hanya terfokus pada

arca tertentu (daerah relokasi).” ujar Tomas Dusun Gaplek Barat. . Abd. Jamal.
Pernyataan inilah yang mungkin mewakili sckitar 3.33 persen responden yang tidak
setuju akan dampak keindahan dart penataan tata ruang. Jawaban reponden

sclengkapnya disajikan pada gambar 4.3

53.33

Sangat Setuju Tidak  Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.3 Penataan tata ruang Kecamatan Panti meningkatkan fungsi keindahan
vang dirasakan masyarakat

B. Variabel Sosial
Pada variabel sosial, disajikan sebanyak empat pernyataan yang harus

ditanggapi responden. Pernvataan pertama “perubahan tata ruang menycebabkan
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perubahan ke arah penurunan tingkat kualitas modal sostal masyarakat Kawasan
bencana Panti™ ditanggapi negatit oleh 60 persen responden. Kondist modal sosial
masyarakat tidak mengalami perubahan. 7omodal sosial masyarakat tetap. tidak
mengalami perubahan sedikit pun. vang berubah justru pola pikir masyvarakat
pascabencana™ ujar Sckretaris Desa Suct. Bp. Mashurt. Namun demikian 30.67
persen responden sctuju terhadap  perubahan ke arah penurunan modal  sosial
masvarakat scbagat dampak tata ruang kawasan bencana Panti. Jawaban responden

selengkapnyva disajikan pada Gambar 4.4,

Sangat Setuju Tidak  Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.4 Perubahan tata ruang menycebabkan perubahan ke arah penurunan tingkat
kualitas modal sosial masyarakat kawasan bencana Panti

Berbeda dengan pernyataan pertama. pernyataan kedua terkait dampak
penataan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti terhadap perubahan pola pikir
masyarakat ditanggapt positif. Hampir semua responden 93,33 persen menyatakan
kesctujuannya.  Bceberapa  penduduk  mengivakan  pernyataan  tersebut. Tokoh
masyarakat Dusun Gaplek Barat, H.Abd. Jamal mengatakan

“"Masyarakat dt sini (Dusun Gaplek Barat) sudah banyak vang berubah.
Dahulu mereka sangat produktit. seperti makan dari hasil produksi sendiri.
Namun sckarang mereka justru lebih konsumtit di rumah relokasi vang baru.™
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Pemvataan lam disampaitkan oleh ketua RT 08 Dusun Krajan, Suci. Bp.
Suwondo.

“lantuk mencukuwr kebutuhan, penduduk banyak  bergantung dari toko. e,

karena banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian. Petant banvak vang

Kehilangan lahannya, Jadi semua akhimya beli”

Gratis jawaban lengkap responden disapikan pada Gambar 4.5,

93.33

0 0

0
A & & ~

- M ,

Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat

Setuju Tahu  Setuju Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.5 Penataan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti ternyata
membawa perubahan pola pikir masyarakat sekitar.

Indikator ketiga dari aspek sosial vaitu penataan kawasan bencana Panti
belum  berdampak pada peningkatan  kualitas  keamanan  masyarakat.  Dalam
pernyataan int sebanyvak 33.33 persen responden merasakan ketidakamanan baik dart

17

bencana alam dan kriminalitas. Dan 53.33 persen menyatakan setuju. Jawaban

responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.6.
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Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.6 Penataan kawasan bencana Panti belum berdampak pada peningkatan
kualitas keamanan masyarakat. Bahkan kecenderungan rasa tidak aman
akan bencana susulan dan kriminalitas yang terus meningkat lebih
dominan.

Pada pernyataan keempat “perubahan kebijakan tata ruang Panti membawa
pada tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi™ 76.67 persen responden
menyatakan setuju. Responden yang tidak sctuju hanya 16,67 persen. Jawaban

responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.7.

16,67

Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak

Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.7 Perubahan kebijakan tata ruang Panti membawa pada tingkat partisipasi
masyarakat yang lebih tinggi.
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C. Variabel Ekonomi

Dalam  variabel  ckononu  terdapat 8 pernvataan. Permmyvataan  pertama
“kebijakan penataan ulang tata ruang Kecamatan Panti berakibat pada menurunnya
tingkat pendapatan masvarakat kawasan bencana Panti™ scbanvak 23.33 persen

responden menvatakan sangat sctuju, Sebanvak 53.33 persen menyatakan sctuju.

“owah. kalo masalah ekonomi (pendapatan masyarakat) jelasa berkurang Mas.
Banyaka penduduk yang kchilangan sawah yang jadi tumpuan hidup mercka.
Sclain juga tempat relokasi vang sangat jauh dari lahan pekerjaan membuat
penduduk malas bekerja.”™ ungkap Misto, salah satu penduduk area relokasi
Tenggiling, Kemii.

Pernvataan senada juga diungkapkan penduduk relokasi daerah Glundengan,
Kepiring. Bp. Karmin sckeluarga di rumah kediamannya.
“..dari uang vang diterima per bulan yvang berkurang jauh. Sebelumnya dart
hasil sawah dapat untuk hidup 3-5 bulan. Tapt sekarang sudah ngga punya
sawah. Jadt va. gresek (mencari pekerjaaan scadanya)....”
Mcski demikian ada sebagian penduduk vang merasa tidak ada perubahan
pendapat  sama sckali. Sebanvak 20 persen menyatakan  tidak  setuju Hasil

sclengkapnyva disajikan pada Gambar 4.8,

5333

/] ; % :
Sangat Setuju Tidak  Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak

Setuju

T

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.8 Kebijakan penataan ulang tata ruang Kecamatan Panti berakibat pada
menurunnva tingkat pendapatan masvarakat kawasan bencana Pantr.
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Sebanvak 5333 persen responden setuju dengan pernvataan Tkebijakan
perubahan tata ruang membawa dampak lanjutan tereiptanyva ruang investasi dan
1333 persen menvatakan  ketidaksctyuun.  Sedangkan 3333 persen respoden
menyatakan tidak tahu akan dampak kebijakan tata ruang terhadap terciptanyva ruang
investasi. Dart hasil wawancara dengan beberapa penduduk tidak paham mengenai
investasi. Bahkan beberapa pamong desa hanva mengertt bahwa pembangunan di
wilayahnya ttu semua adalah dilakukan olch pemerintah dacrah. Berikut hasil

selengkapnva pada gambar 4.9,

Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

3

T T

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.9 Kebijakan perubahan tata ruang membawa dampak lanjutan terciptanya
ruang investasi.

Sebanyak 56,67 persen responden menyatakan tidak sctuju dengan pernyataan
“Penataan ulang ruang Kecamatan Panti menciptakan beragam kesempatan kerja baru
masyarakat kawasan bencana.”

Ada yang unik dalam jawaban dari pernyataan di atas. Scwajarnya dan
menurut kajian teort ckonomi, yang namanya kebijakan atau pembangunan pasti akan
membawa multiplier effect sckitarnya. Namun yang terjadi di kawasan bencana Panti
tidak scperti itu. Sebagaimana diungkapkan Bp. Rofik, salah satu tomas daerah
Gaplek Timur dalam wawancara tanggal 11 November 2007,

“..pembangunan  di sini tidak  membuka  kesempatan  kerja  penduduk.
Persoalonnva seluruh pembangunan diberongkan kepada oran luar. Buhkan
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vang membuat kami tidak habis pikir. sampai tukang bangunan yang menatata
bata 1tu orang Banvuwangi.”

Schanvak 33.33 persen menvatakan setuju. serta sebanyak 10 persen

menvatakan sangat setuju. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar

4.10.

Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.10 Penataan ulang ruang Kecamatan Panti menciptakan  beragam
kesempatan kerja baru masyarakat kawasan bencana.

Sclanjutnya,  scluruh  responden  menyatakan  kesetujuannya  terhadapa
pernyataan “Kcebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti berakibat pada
pergerakan barang dan jasa.” Hasil Jawaban responden selengkapnya disajikan pada

Gambar 4.11.
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Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.11 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti berakibat pada
pergerakan barang dan jasa.

Sebanyak 4333 persen responden  menyatakan  tidak  tahu  terhadap
pernyataan “Kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti berdampak pada
berkurangnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah  (APBD). Jawaban

responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.12.

Sangat Setuju  Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.12 Kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti berdampak pada
berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD).
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D. Variabel Infrastruktur

ada variabel infrastruktur. disajikan scbanvak lima pernvataan vang harus
ditangeapt para responden. Perovataan pertama “Kebpjakan perubahan tata ruang
kawasan bencana Panu belum optimal dalam pembanguan permukiman vang
berkualitas. Beberapa  permukiman masth berada pada arca rawan  bencana”
dinyatakan benar oleh hampir scluruh responden. Terbukti sebanvak 43.33 persen
sangat sctuju dan 50 persen responden menyatakan setuju.

Memang beberapa arca relokasi permukiman masih terhitung rawan bencana.
Kondisi cksisting wilayah relokasi sangat dekat dengan aliran sungai dan arca
longsor. Menurut Sekdes Suci, Bp. Mashuri dalam wawancara tanggal 13 November
2007 menvatakan

“..dart semua desa vang terkena hencana. hanya dua tempat relokasi di Desa
Suct yang masth rawan bencana. Daerah AFD. Gunung Pasang dan Dusun
Kepiring.™

Hal senada diungkapkan salah satu penduduk AFD. Gunung Pasang, Bp.

Suda’i vang juga Mandor Besar AFD. Gunung Pasang
“..kalau tempat ini (daerah relokasi AFD. Gn. Pasang) yva masih rawan. Tapi
gimana lagi Mas. kita ken hanya buruh kebun. Jadi va harus menerima apa pun
kondisiya.”

Pembangunan permukiman yang jauh dari optimal tidak berlaku di scmua
tempat. D1 daerah Kemiri misalnya, arca relokasi sudah jauh lebih baik dari sebelum
bencana.

“Sccara kescluruhan tempat relokasi di Desa Kemiri jauh dari pusat air
(bencana). Kalaupun sampai ada banjir. air akan mati sebelum nyampai ke
tempat relokasi penduduk (Blok AL B.C.D berada di pinggiran Ji. Kemiri)™ ujar
Bp. Mursadi. Sekdes Kemir.

Representast kenyataan tersebut dibuktikan dari sckitar 6,67 persen responden
tidak sctuju bahwa lokasi permukiman yang baru belum optimal dan cenderung

rawan dari beneana, Jawaban responden selengkapnya disgjikan pada Gambar 4.13.
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Sangat Setuju Tidak  Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak

Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.13 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti belum optimal
dalam  pembanguan  permukiman  vang  berkualitas.  Beberapa
permukiman masth berada pada arca rawan bencana.

Persoalan  infrastruktur  ternvata tidak  selesai  dalam  pembangunan
permukiman vang berkualitas. Pembangunan DAS yang berkualitas pun harus
menjadi  persoalan  penting. Baik  tdaknva daerah ahran  sungai sangat  erat
hubungannya dengan tingkat kerawanan akan bencana yang terjadi. Dalam kontceks
tata ruang kawasan bencana Panti. sebanyak 5333 persen responden menvatakan
sangat sctuju dengan pernyataan “Penataan ulang ruang Kecamatan Panti kurang
memperhatikan penataan daerah aliran sungai (DAS).” 30 persen responden juga
masth sctuju dengan penytaan tersebut. Hal terscbut menjadi bukti bahwa kcebijakan
tata ruang belum berdampak positit bagi terbangunnya DAS vang baik.

Terkait dengan persoalan tersebut, dalam wawancara tanggal 14 November
2007. Bp. H. Abdul Jamal mengutarakan,

~secara umum kondist daerah aliran sungm (DAS) masth memprihatinkan.
Coba sampevan hhat (sambil menunjuk dacrah aliran sungar Kali Putih di
samping rumahnya) batu-batu longsoran belum dibersihkan dan ditata. Jadi
kalau hujan datang. banjir ya ikut datang.”™

Pernyataan senada lainnya diungkapkan Sinder AFD Gunung Pasang, Bp.

Sudarmin. Scbagai penduduk di area relokast Gunung Pasang. Suci. dia mengatakan.
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“..aliran sungai Dinovo memang tidak sebegitu parah dibanding aliran sungai
Kali putth. tapi masalah penataan memang belum maksimal. Memang sudah
dibangun jembatan. Tapi seperti sampevan lthat, jembatan sangat pendek dan
dekat air. Jadi kalauw banjir datang vang hilung jembatannya.”

Namun demikian 13.33 persen responden tidak setuju dan 3.33 persen sangat
tidak setuju. Pernvataan mereka merupakan gambaran dari kondisi pribadi responden
yang memang berada pada dacrah jauh dari aliran sungar. Hastl lengkap jawaban

responden disajikan pada Gambar 4.14.

53,33

T

Sangat Setuju Tidak  Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak

Sumber: lampiran 2

Gambar +.14 Penataan ulang ruang Kecamatan Panti kurang memerhatikan penataan
dacrah aliran sungai (DAS)

>ada pernyataan ke tiga “Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana
Kecamatan Panti membawa dampak tersedianya tfasilitas umum. Meski cenderung
jauh dari standar kelavakan.™ 86.67 persen responden menyatakan setuju dengan
pernyataan tersebut dan hanya 10 persen responden cenderung tidak  setuju.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Camat Panti. Drs. Suryadi.

“Fasilitas umum seperti ketersediaan air, jaringan listrik, tempat ibadah, sudah
tersedia dengan baik. Memang ada beberapa yang jauh dan standar layak.
Namun secara bertahap dan pasti akan terus kami lakukan perbaikan.”™
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Persentase lengkap jawaban responden disajtkan dalam Gambar 4,13,

Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Tahu  Setuju Tidak
Setuju

Sumber: lampiran 2

Gambar 4.15 Kcbijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti
membawa dampak tersedianya tasilitas umum. Meski cenderung jauh
dari standar kelavakan.

Dampak kebijakan tata ruang tidak semua negatif atau kalau pun ada yang
positif cenderung tiduk optimal. Terdapak dampak kebijakan yang sangat positit' dan
optimal sepertt terbangunnya ruas jalan. Hal ini terlihat dan apresiasi responden vang
tinggi terhadap pernyataan “Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti
memberikan dampak terbangun dan tertatanya beberapa ruas jalan Kecamatan Panti.”
Sebanyak 76,67 persen menyatakan sangat sctuju dan 13.33 persen responden setuju,

Hal i selaras dengan pendapat Bp. Suwaji, Pengamat Teknik DPU Kee.
Panti Cab. Dinas Wilayah Jember Tengah dalam wawancara tanggal 17 November di
kantornya,

“...dampak positit’ kebtjakan bisa Anda lihat dari terbangunnya ruas jalan
sampat dacrah terpencil. Jalan lingkungan terbangun baik. Bahkan hampir 83
persen Jalan yang menghubungkan antardesa dan dusun di Kecamatan Panti
sudah diaspal hormix.™

Meski demikian ada krittk menarik terkait fenomena di atas, dampak positif

pembangunan jalan dari kebijakan perubahan tata ruang. Direktur Walhi Jawa Timur.
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Ridho Svatful Ashadi. dalam sebuah halagah Iimgkungan van digelar PPMI Cabang

Jember tanggal 24 November 2007 menvatakan.
“odimana-mana. khsusunva  dacrah pegunungan vang  terdapat hutan di
dalamnyva. selalu yang terbangun dengan baitk adalah jalan. Hal i dikarenakan
akan tercipta kelancaran mobilitas barang dan jasa. Dalam konteks ini ruang
mobilisast kayu ke kota sebagat bentuk cksploitast akan lebth mudah.”
Dari pernvataan diatas terkait dampak kebijakan terhadap jalan. hanva 10
persen responden vang tidak setuju dengan pernvataan terscbut. Jawaban responden

sclengkapnya disajikan pada Gambar 4.16.

Tidak Tidak  Sangat
Setuju Tahu  Setuju  Tidak
Setuju

Sumber: fampiran 2

Gambar 4.16 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti memberikan
dampak terbangun dan tertatanva beberapa ruas jalan Kecamatan Panti.
Sama halnya dengan tanggapan responden terhadap pemyataan bahwa

penataan ruang kawasan Panti yang berdampak pada terbangunnya beberapa ruas
jalan, 9333 persen responden juga menvatakan kesetujuaannya dengan “Dampak lain
dari kcbijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti adalah terbangunnya
bangunan publik yang baik sccara kualitas dan kuantitas.” Hasil sclengkapnya

disajikan pada Gambar 4.17.
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0

Sangat Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju  Sangat
Setuju Tidak Setuju

Sumber: fampiran 2

Gambar 4.17 Dampak lain dan kebijakan Kebijakan perubaban tata ruang kawasan
hencana Panti adalah terbangunnva bangunan publik vang baik sccara
kualitas dan kuantitas.

4.3.2 Analisis Hasil Studi AHP

AHP menjadi pisau analisis utama penelitian 1m. Pertimbangan  yang
mendasarinya, alat analisis 11 sangat luwes, dapat memasukkan baik aspek
kuantitatif maupun kuahtatif pikiran manusia. Namun demikian tidak mclupakan
validasi data dengan lapangan.

Pada penelitian in1 penggalian data expert choise menggunakan medium
kucsioner. Dimana pemberian jawaban melalui acuan perbandingan berpasangan
(pairwise comparison). Hasil dari kumulatif jawaban kemudian dirata-rata sccara
geometris untuk mendapatkan prioritas di setiap level. Selanjutnya hasil akhir
disampaikan dalam pembahasan deskriptit vang ditunjang dengan gratis data analisis.

Scbagal tambahan penjelasan Hasil kuesioner penelitian ini merupakan isian
dari perspektif 11 responden ahli. Awal sebenamya kuesioner dibagikan kepada 12
responden. namun, karena permasalahan kesibukan. salah satu responden tidak
mengembalikan kuesioner.

Respoden ahli dikelompokkan menjadi 3 unsur, meliputi ahli dari unsur
birokrat pemerintah, akademist termasuk LSM. dan tokoh masyarakat (tomas).

Adapun daftar lengkap darn kesebelas respodnen ahli. antara lain:
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b, unsur birokrat pemerintahan schanyvak S responden antaranyva: Drs. . Fadallah.
M.St (Asisten [T Pemkab Jember. Wakil Ketua Pelaksana Haran Satluk PBP Kab.
Jember). Drs. Rahmad (Tata Ruang. Bappekab Jember), Didik Mulyvanto. ST
(Kast Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jember). Drs.
Moh. Suryadi. M.St (Camat Panti); Bp. Suwajt (Pengamat Teknik DPU Kec.

Pantt Cab. Dinas Wilayah Jember Tengah)

o

unsur akademisi di antaranya: Dr. Cahyoadi Wibowo, ST (Kapuslit Lingkungan
Unep). M. Nur Hasan (Koordinator Alianst Masyarakat Peduli Bencana (AMPB)
Jember. Abd. Qadim. HS (Manajer Program GNKL-PCNU Jember), M. Eni
[rawan (Wartawan Jawa Pos dan Penulis laporan 100 hart pascabencana Panti).

3. unsur tokoh masyarakat mehputi. KH. Muzammil (Pengasuh Pondok Pesantren

Al-Hasan. Kemitri. Panti). Bp. Mashuri (Sckdes Suct).

A. Dampak kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti Kabupaten
Jember

Pada level 1 kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan
Panti dilihat dart empat aspek. vaitu lingkungan. sosial. ekonomi, dan infrastruktur.
Hasil  kumulatif dari  analisis  hirarki  proses level 1. menunjukkan  bahwa
aspck variabel lingkungan mendapat porsi vang paling besar daripada aspek lain
sebanyak 0.38. Berikutnya disusul aspck kedua. sosial, dengan bobot nilai 0.29. aspek
ekonomi scbanvak 0.200 dan terakhir aspek infrastruktur dengan bobot nilai 0.14.

Hasil selengkapnyva disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil pembobotan jawaban prioritas aspek level 1

Aspek Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 RS RY RI0O RII Rr::j
Lingkungan 063 046 027 029 029 038 047 0,15 069 (33 s 0.38
Sosial 14 027 0.46 N23 {) 3R 0.30 0.30 .33 0.20 (.30 015 0,29
Ekonomi 0.05 0.17 017 040 023 023 014 046 006 0.21 0,34 0,20

iafrastruktar 01N 010 0000 038 10 009 0,08 006 000 0.05 037 0.14
CR 024 017017 008 005 018 020 066 014 052 0356 028

Sumber: data primer diotah
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pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 Hasil pembobotan jawaban prioritas kriteria level 2

dan pembahasan studi AHP level dua selengkapnya sebagai berikut:

Nampaknya perkiraan selama ini akan dampak dominan dari pembangunan
terhadap lingkungan juga terjadi pada penelitian ini. Hal int terbukti dari bobot nila
angka vang relatit tinggt hampir mendekati angka 50 persen. Schingga aspek
lingkungan sebagai aspek paling besar terkena dampak kebijakan perubahan tata

ruang kawasan bencana Kcecamatan Panti meminta perhatian lebih dalam kebijakan

Pada level kedua disajikan 17 kriteria yang bertujuan memetakan secara lebih

detail dan spesifik prioritas dampak dari masing-masing aspck pada level satu. Hasil

Lingkungan RI R2 R3 R4 RS R6 R7 RS RO RIO RII Rr'::i
Kl 063 039 014 024 041 029 025 013 044 021 044 032
K2 026 051 029 048 048 014 066 012 049 072 024 040
K3 0,06 0,00 057 028 011 057 009 075 008 007 032 027
CR 025 006 011 078 002 011 027 001 00l 026 049 022

! 3 Rata-
Sosial RI R? R} R4 RS R6 R7 RS R9 RIO Ru o
K4 054 019 033 007 024 033 032 033 029 026 011 027
K5 022 032 022 029 031 022 030 019 032 059 047 031
Ké 004 014 017 055 004 017 005 024 015 004 015 0,18
K7 0,09 035 028 009 031 028 032 024 024 011 027 023
CR 0,19 062 066 030 006 066 058 006 018 034 040 037
. = Rata-
Ekonomi RI Rz R} R4 RS R6 R7 R§ RO RIO Ril 2%
K8 039 0.7 029 042 023 042 028 019 036 032 008 029
K9 025 021 022 024 023 012 009 023 018 003 008 0,17
K10 017 017 013 016 023 021 027 014 018 014 013 0,18
K1l 0,12 024 011 012 010 014 032 029 014 025 040 0,20
K12 007 022 025 007 020 012 004 016 014 026 031 0,17
CR 001 027 044 013 003 017 032 029 0,10 064 008 0,23
) . - Rata-
lofrastruktar  RI R2 R3 R4 RS R6 R7 R§ RO RIO Ru o®
K13 055 016 006 003 024 00+ 021 020 026 021 013 0,19
K14 024 025 041 014 035 014 053 020 044 033 004 030
K15 0,00 014 013 013 015 012 010 020 012 014 031 0,15
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Ki6 T NAT 02 Sy s 03y 0 20 w4 nax 2y 0.24
K17 004 00% 06 046 02 00T 008 0200 061 nnd 023 012
CR B3 0oy 02 0as  ned une 03T 000 03T 02T pay 018

Sumber: data primer divlah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas. pada aspek lingkungan terdapat tiga indikator
kriteria antara lain: (1) perubahan fungst lahan: (2) kescimbangan ckosistem: (3)
estetika keindahan. Indikator kriteria darl aspek lingkungan. keseimbangan ckosistem
memiliki nitai 0.40, disusul perubahan fungsi lahan dengan nilai 0.32. dan indikator
estetika keindahan dengan bobot nilai sebanvak 0,27,

Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti juga
berdampak pada aspek sosial. Dart hasil AHP terlithat bobot nilai dart aspek sosial
0,29 (lihat pada Gambar 4.19). Aspek sosial dalam hierarki penelitian ini terdin dari
empat indikator kriteria. Indikator knteria yang mendapat nilar tertinggr adalah pola
pikir masyarakat dengan mlai 0,31, Kemudian secara berturut-turut dar yang paling
besar, kriteria modal sosial dengan nilar 0,27, partisipast dengan 0,23 dan kriteria
keamanan dengan bobot 0,18.

Aspcek ketiga yang mendapat dampak kebijakan perubahan tata ruang kawasan
bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah aspek ekonomi. Dalam aspek
ekonomi, kriteria yang mendapat porsi nilai besar prioritas adalah pendapatan
masyarakat dengan nilai bobot .29, Nilai indikator kriteria lainnva dalam aspek ini
sangat vartatif. Sccara keseluruhan ada kesamaan rata-rata. Kriteria  penciptaan
kesempatan kerja memperoleh bobot scbanvak 0.18. Kriteria han aspek ini adalah
pergerakan barang dan jasa mendapat nilai 0.20 dan investasi medapat nifai 0,17.
Sama halnya dengan kriteria investasi, kriteria APBD juga mendapat nilai 0,17,

Aspek infrastruktur menjadi aspek terakhir vang menjadi dampak  dan
kebjjakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten
Jember. Dalam aspek infrastruktur. kriteria vang memiliki prioritas tertinggi hingga

terendah berturut-turut: Daerah Aliran Sungat (DAS) dengan nilai bobot 0.30, kriteria
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Jalan dengan nilai bobot 0.24. dan sebanvak 0.19 diperoleh kriteria permukiman.

Nilai terendah didapat kriteria bangunan publik.

B. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan dari hicrarki kebijakan perubahan tata ruang Kawasan bencana
Kecamatan Panti Kabupaten Jember. setelah kriteria (level 2) selesai. maka masuk
pada tahapan alternatif (level 3). Numun demikian pertimbangan sctiap aspek dan
kriteria yang telah dikemukakan sebelumnya. menjadi titik pijak untuk penentuan
kebijakan vang harus dilakukan selanjutnya.

Terkait dengan bal tersebut. terdapat dua analisis vang dimuncul dalam
hierarki penelitian ini. Alternatif pertama. kebijakan dibiarkan tetap scbagaimana
adanya. Alternatit kedua, perlu kebijakan baru. Hasil dan pembahasan studi AHP

level ketiga disajikan selengkapnya sebagan berikut:

Tabel 4.3 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatit level 3

Kebijakan Rl R2 R} R4 RS R6 R7 R8 RY RI0 RII 'i;'tj
Tetap 023 04 060 021 00 0232 029 055 021 008 018 0,30
Baru 077 056 040 079 099 068 071 D45 079 0X2 0 0K .70

Sumber: data primer diolah

Secara kumulatit kriteria dan aspek pada level 2 dan level 1. tersimpulkan
bahwa alternatit’ yvang memunkinkan untuk dipilih adalah perlunya kebijakan baru
yang lebih baik dart sebelumnya (bobot nilai 0,70). Akan tetapi secara lebih detail per
knteria dan empat aspek vang dimunculkan dapat disimak sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatif per kriteria level 3

_ Kebijakan  RIL_RZ R3 R4 RS R6 R RS R9 RI0 RII _Rata-rata

5
Lingkungan .
Kkl (tetap) .12 075 075 012 0,10 017 012 075 0,10 0,12 012 0,29
(baru) 0O.XX 023 025 088 000 0K 0N 025 090 088 0.88 0,71
K2 (tetap) 012 075 075 047 00 025 0407 083 000 0,12 0.2 .32
(baru) 088 0.25 025 083 090 073 083 0,17 090 0.8 088 0.08
K3 (tetap) .75 050 075 024 006 023 023 08Y (530 012 017 0.41
(baruy 025 030 025 076 090 075 075 047 050 0.8y 082 0.59
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Sosial o _ L B
ke (tetap) 023 073 075 002 wdn 025 023 075 0l ol o 0.33
(baru) .73 025 025 0NS 000 0073 0TS 025 NN AN DA o7
kS (tetap) .17 023 075 007 000 017 000 0735 042 01l 0l2 4206
(haru)y NS 0TI 0230 0ANY D00 NI DU 11230 08N ORY NN 0.74
K6 (tetap) U.l7 030 0TS 002 Odo 028 n02s 07y o o2 al” 0.30
(baru) U083 030 025 0NN 000 073 075 0250 08N DAY N3 0.70
K7 (tetap) 017 050 025 002 0J0 047 012 075 012 012 002 0.23
(baru) VN30S0 G075 ONN PNO O ONE DANN S 025 SN DY 08N 0.77
Fkonomi P B
k8 (tetap) 017 007 (.73 000 0l0 012 017 025 012 012 012 0,20
(haru) 083 0ON3 025 0090 000 0OXNS 0K 075 ONX 08X (RY .80
K9 (tetap) .17 075 073 0NN 0100 025 025 025 0500 082 02 1,44
(baru) O3 023 023 002 000 073 073 075 0300 h1T 0N .56
Kt (tetap) 075 025 075 000 010 o177 012 025 017 o122 012 26
(baru) 025 075 025 090 090 083 08 075 083 088 08N 0,74
KI1 (tetap) 007 025 025 o7 oo 023 023 023 050 017 023 0.24
(baru) 0.8 073 073 0N 000 073 073 075 0500 D83 0TS 0,76
k12 (tetap) 017 023 025 025 000 030 023 025 ul7 uid2 017 0,23
‘ (haru) 083 075 075 075 000 030 075 075 0K3 0N 0N} 077
infrastruktur o _ / -
K13 (tetapy .12 025 075 000 016 o3 075 073 002 017 02 0.36
(baru) 088 075 (23 090 090 023 025 025 083 083 08N 0,64
k4 (tetap) .12 025 055 042 040 002 00 o7 02 000 0n 0.19
(baru) 0% 073 023 0NX 090 OXS N0 083 RN 090 090 0.81
kI3 (tetap) O.17 025 025 042 010 073 073 075 023 007 023 (.33
(baru} 083 075 075 08X 090 025 025 025 075 083 095 14,65
k16 (tetap) 0.12 050 075 012 010 0K 075 075 025 (17 017 .41
(baru) N.88% 00 023 ORNR 080 017 025 025 075 083 0N 0,59
ki7 (tetap) 017 030 025 050 040 0235 025 025 025 007 017 0.26
{(baru) 083 050 075 050 090 075 075 475 0.75 083 0K} 0,74

Sumber: data primer diolah

a.  Alternatif kebijakan berdasarkan perubahan fungsi lahan
Berdasarkan dampaknya dalam  knteria perubahan fungsi lahan. sccara
kumulatit responden mentlar alternatit kebijakan yang merupakan prioritas utama
adalah pertu adanva kebijakan baru vang lebih baik (nilat bobot 0.71).
b.  Alternatif kebijakan berdasarkan kriternia kesenmbangan ckosistem
Berdasarkan dampaknya dalam kriteria keseimbangan ekosistem, responden
menilal alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya

kebijakan baru (nilai bobot 0.68).
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¢.  Altermatit kebijakan berdasarkan kriteria estetika keindahan
Berdasarkan dampaknyva dalam kriteria estetika keindahan, responden menilai
alternatit kebijakan vang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan
baru yang lebih baik (nilat bobot 0.59).
d. Altermmatif kebijakan berdasarkan kriteria modal sosial
Berdasarkan  dampaknya dalam kriteria modal sosial. responden  menilai
alternatif kebijakan vang menjadi prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru
yang lebih baik (nilai bobot 0.67).
e. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria pola pikir masyarakat
Berdasarkan dampaknya dalam kriteria pola pikir masyarakat, dengan selisih
sedikit. responden menlar alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama
adalah perlu adanya kebijakan baru vang lebih baik (nilai bobot 0.74).
f.  Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria keamanan
Berdasarkan  dampaknya  dalam  kriteria  keamanan,  responden  menilai
alternatit kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan
baru vang lebih baik (nilai bobot 0.70).
g. Alternatif kebijakan berdasarkan knteria partisipasi
Berdasarkan dampaknya dalam kriteria  partisipasi.  responden  menilai
alternatif kebijakan vang menjadi prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru
yang lebih baik (nilai bobot 0.77).
h. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria pendapatan masyarakat
Berdasarkan dampaknya dalam kriterta pendapatan masyarakat, responden
mentlat alternatif kebtjakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya
kebijakan baru (nilai bobot 0.80).
1. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria investasi
Berdasarkan dampaknya dalam kriteria investasi, dengan selisih bobot nilai
cukup kecil. responden menilai alternatif kebijakan vang merupakan prioritas utama
dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah

perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.56).
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J. Alternatit kebijakan berdasarkan kriteria penciptaan kesempatan kerja

Berdasarkan  dampaknva  dalam kriteria - penciptaan kesempatan  kerja.
responden menilai alternatif’ kebijakan  vang merupakan prioritas utama  datam
kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah perlu
adanva kebijakan baru vang Iebih baik (mifat bobot 0.74).

k. Alternatit kebijakan berdasarkan kriteria pergerakan barang dan jasa

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria pergerakan barang dan jasa. responden
menilar alternatit kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya
kebyjakan baru yang lebth baik (nilai bobot 0.76).

. Alternatit kebijakan berdasarkan kniteria APBD

Berdasarkan dampaknva dalam kriteria APBD. responden menilan alternatif
kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah pertu adanva kebijakan baru vang
lebih batk (nilai bobot 0.77).

m. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria permukiman

Berdasarkan dampaknya dalam  kritena permukiman. responden  menilai
alternatit kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti vang
merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru (nilai bobot 0.64).

n. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan  dampaknya dalam  kriterta Daerah Aliran Sungai (DAS),
responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam
kebtjakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah perlu
adanya kebijakan baru yvang Iebih baik (nilai bobot 0.81).

0. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria fasilitas umum (fasum)

Berdasarkan dampaknva dalam kriteria fasilitas umum (fasum). responden
menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam  kebijakan
perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah

perlu adanya kebijakan baru yang [ebih baik (nilat bobot 0.65).
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p.  Alternatit kebijakan berdasarkan kriterta jalan

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria jalan. responden mentlai alternaut

kebijakan vang merupakan prioritas utama adalah perlu adanva kebijakan baru vang
lebih baik (nilal bobot 0.59).
q. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria bangunan publik
Berdasarkan dampaknya dalam kriteria bangunan publik. responden menilai
alternatit kebijakan vang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata
ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah perlu adanva

kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 00.74).

C. Model perencanaan tata ruang tanggap bencana

Dilihat dart empat aspek, hingkungan. sosial. ekonomi. dan infrastruktur datam
analisis AHP dengan berbagal knteria berdasarkan masing-masing  aspek, scrta
dihasilkan proveksi alternatif kebijakan vang menjadt prioritas utama pada level 3.
selanjutnva pada level 4 akan terjawab konsep tata ruang tanggap bencana vang
paling mungkin dilakukan di kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Hasil studi vang dilakukan menyimpulkan bahwa konsep tata ruang tanggap
bencana menurut expert choise harus mengedepankan participatory planning (nilai
bobot 0.45). Selanmjutnya baru sustainabiliny planning (mlai bobot 0.33) dan strategic

planning (nilai bobot 0,22). Grafis data Jengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil pembobotan jawaban prioritas model level 4

Model Rl R2 R} R4 RS R6 R7 R8 R9 RI0 RII R;:‘t:
Strategic 003 G330 029 023 06 vl 0ld6 0 044 013 003 (.33 0,22 ‘
Participatory HaAd 033 057 0320 066 220 066 032 073 0220 AR 0.45
Sestainability 049 033 014 045 009 044 019 024 012 073 033 033
CR 0.01 000 011 012 002 04y 002 049 000 0,00 000 0,12

Sumber: data prnimer diolah
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Simpulan cxpert choise mencgaskan pentingnyva partisipasi dalam kebijakan

tata ruang kewilavahan. Konsep partisipatory planning olch scluruh rakyat memang
harus menjadi unsur pertama dalam perencanaan pembangunan. Ada tiga alasan
mengapa partisipasi dianggap penting. vaitu (Conyerse 19940 1540 dalam Sirajudin,
dkk, 20006: 78):

I

partisipasi rakvat merupakan suatu atat guna memperoleh informasi mengenai
kondisi. kebutuhan dan sikap rakvat setempat. vang tanpa kchadirannya

program pembangunan serta proyek-provek akan gagal:

rakvat akan lebih mempercavai provek atau program pembangunan jika
merasa dilibatkan dalam proscs persiapan dan perencanaannya, karena akan

mempunyal rasa memiliki terhadap proyek tersebut;

vang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul

anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila rakyat dilibatkan dalam

pembangunan rakyat mercka sendiri.
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BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI T

5.1 Kesimpulan

Penclitian i dibuat bedasarkan tenomena bencana alam yang akhir-akhir i
menimpa bangsa Indonesia. Secara khusus penclitian memilih kecamatan Panti. vang
pada awal tahun 2006 dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor, sebagai
studi kasus fease studv).

Telah menjadi pemahaman umum sctiap beneana sclalu berimplikasi terhadap
perubahan vang membawa pada terbitnva sebuah kebijakan. Termasuk di dalamnyva
implikasi bencana terhadap perubahan tungsi ruang yang membawa kebijakan tata
ruang schuah wilavah,

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang tergolong post ante
(penelitian evaluasi terhadap kebijakan van sudah terjadi). dengan melalur analisis
deskritif dan AHP. dapat distmpulkan dari beberapa hal. Analisis pertama. deskriptif,
yang melibatkan 30 responden diperoleh simpulan melalui empat tinjauan aspek.
vaitu lingkungan. sosial. ckonomi. dan infrastruktur. Pertama, pada aspek lingkungan
bahwasanya kebijakan tata ruang pascabencana Panti berdampak signitikan pada
aspek keindahan. Kemudian disusul dampak pada perubahan fungsi lahan dan
ketidakseimbangan ekosistem. Kedua, pada aspek sosial dampak kebijakan tata ruang
paling besar pada perubahan pola pikic masvarakat. Dampak sclanjutnyva adalah
pergescran tingkat keamanan batk keamanana akan terjadinya bencana susulan atau
pun kriminahtas. Ketiga, adalah dampak  kebijakan pada  aspck  lingkungan.
Pergerakan barang dan jasa dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat menjadi
dua vartabel paling signitikan pada aspek ckonomi. Dan pada aspek terakhir, aspek
infrastruktur masth menjadikan permukiman yang berkualitas yang bebas dari arca
bencana. tetap menjadi variabel utama pilihan responden. Selain itu sebagaimana
umumnya dampak kebijakan pascabencana pada suatu dacrah adalah terbangunnya

beberapa ruas jalan.

6
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Selajutnva analisis kedua. AHP dnalviic Hicrarchy Processy diperoleh

simpulan bahwa kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten
Jember secara kumulatit memiliki dampak terhadap empat aspek dalam masyarakat
wilayah bencana. secara berurutan dart vang terbesar. vaitu aspek Hngkungan. sostal,
ckonomi. dan infrastruktur.

Dampak paling signitikan dari kebijakan diperoleh aspek lingkungan. Dalam
aspek hingkungan kriteria  ketidakscimbangan  ckosistem qunbalance  ecosviem)
menjadi kriteria dengan skala prioritas dampak tertinggt. Sclanjutnya, datam aspek
sosial. kriteria pola pikir masvarakat memilikr nilal tertinggi schagar dampak
kebijakan tata ruang. Perubahan pola pikir masyarakat pascabencana terlihat dart pola
masyarakat yang cenderung konsumtif dalam kehidupan schari-hari. Berbeda dengan
kondisi sebelum kebijakan, vang lebih produktit.

Pendapatan masyarakat yang notabene adalah petani dan buruh perkebunan
AFD Gunung Pasang. AFD Gentong, dan AFD. Puskopad Brawijaya V. turut
menjads  dampak  kebijakan  tata ruang  kawasan  bencana. Tempat  relokasi
permukiman yang jauh dari area lahan pertanian menjadi penyebab uatamanya. Sclain
juga lahan pertanian vang merupakan lahan pendapatan masyarakat telah berubah
menjadi arca permukiman.

Aspek infrastruktur menempatkan kriteria Dacrah Aliran Sungai (DAS) vang
masth belum tertata dengan baik menjadi vanabel dengan prioritas tertinggl. Namun
demikian terdapat dampak positif pada aspek infrastruktur. vaitu terbangunnya jalan
sebagai medium mobilitas barang dan jasa. Selanjutnya dari sekian dampak yang
diberikan kcbijakan kepada empat aspek di atas. responden experr memberikan
ssmpulan pada level ketiga bahwa kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan
Panti Kabupaten Jember harus diganti dengan kebijakan baru vang lebih batk.

Terakhir pada level model, dari sekian dampak dan persoalan dari kebijakan
tata ruang di kawasan bencana mengharuskan perlunya dikedepankan aspek

partisipatory planning scbagai lokus dari konsep tata ruang tanggap bencana.
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S.

2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian di atas. maka selanjutnyva perlu

diberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagat perbatkan, vaitu:

1.

2.

(8

perlunva memasukkan indikator bencana dalam setiap Kebijakan penataan ruang
wilavah., Mengingat hampir seluruh wilavah Indonesia. terlebih Kecamatan Panti

Kabupaten Jember memiliki potenst bencana vang tinggi:
selain indikator bencana. perlu juga dimasukkan unsur  partisipasit publik
(pasrtisipatory planning) dalam sctiap pengambilan kebijakan, khususnya terkait
kebijakan tata ruang wilavah. Karena sejatinva masvarakat wilavah kebijakan
setempat vang lebih mengetahur kondisi eksisting kewilayahan tersebut. Dalam hal
ini pengoptimalan fungst program pembangunan vang sudah mengakomodir aspek

partisipasi seperti musrenbangdes harus dilakukan. Schingga medium vang telah

ada tidak hanya terbatas untuk pemenuhan agenda partisipasi secara admimistratif

tapi lebih pada proses partisipasi yang substantif;

. pentingnya pembumian program penciptaan kesadaran lingkungan (ecological

awareness) bagl masyarakat dan birokrasi. Sehingga diharapkan tidak hanya
masvarakat vang menjadi peduh akan kondisi lingkungan sckitarnya, pemerintah
pun menjadikan taktor ckologi sebagai pertimbangan utama dan penting dalam

setiap kebijakan pembangunan vang diambil;

. Terlebih dari tiga hal di atas. perlu direkomendasikan adanya kebijakan yang dapat

mengintegrast semua stakceholders (Pemerintah Kabupaten dan Desa. Perhutani.
PTPN. dan Masyarakat). Tentunya dengan kesadaran penuh bahwasanva kebijakan
bersama yang terintegrast hanya tercapai dengan penanggalkan kepentingan

masing-masing pihak menjadi kepentingan bersama.
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